
 

NOTA DINAS 
 

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat  

Dari : Plh. Asisten Administrasi Umum 

Tembusan : - 

Tanggal : 4  November 2024 

Nomor : 135/PR.04.02/TU.Asda Adm 

Sifat : Biasa 

Lampiran : - 

Hal : Permohonan Penandatanganan Dokumen Perubahan Rencana 

Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 
 

 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (P-RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, maka perlu ditetapkan pula 

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024. Oleh karena itu 

kami sampaikan permohonan penandatanganan dokumen tersebut sebagaimana 

terlampir. Kiranya berkenan untuk di tandatangani. 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

 

            Plh. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 
 

 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Diponegoro No. 22 Telepon: (022) 4232448, 4233347, 4230963 

Faksimili : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id 

BANDUNG- 40115 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 
Plh. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

 
 
H. SUMASNA, ST., MUM. 
Pembina Utama Madya 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/83E2A1F081

83E2A1F081

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B

44F049208B

http://www.jabarprov.go.id/
mailto:info@jabarprov.go.id


 

1 
 

 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B

44F049208B



 

i 
 

KATA PENGANTAR 

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Barat tahun 2024 merupakan sebuah rujukan seluruh unit kerja di bawah 
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat 
mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam 
rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menghadapi era 
VUCA yang kompleks dan masa transisi pemerintahan daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2024-2026, team of team perencanaan Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat bersama-sama berupaya merancang strategi 
pembangunan secara teknokratis yang efektif dan efisien. 

Masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas 
membutuhkan respons yang cepat dan adaptif. Organisasi Sekretariat 
Daerah yang agile dengan team of team yang tangguh dan inovatif akan 
mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang 
muncul. 

Dalam dokumen Renja Perubahan ini, telah dirancang langkah-langkah 
strategis, juga dijabarkan sasaran dan tujuan tahun 2024 yang merupakan 
turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 agar Sekretariat Daerah memiliki arah 

yang jelas dalam merumuskan kebijakan. Dokumen ini juga disusun selaras 
dengan tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 
2024. 

Tim telah melakukan analisis terhadap perubahan lingkungan, serta 
tuntutan dan harapan stakeholders, untuk mengidentifikasi peluang dan 
tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan analisis 
tersebut, telah ditentukan sasaran strategis hingga indikator yang spesifik 
dan terukur, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil 
untuk mencapai target kinerja tahunan Sekretariat Daerah pada Tahun 2024. 

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 
tahun 2024 ini akan menjadi panduan bagi Biro-Biro di lingkungan 
Sekretariat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan 
tahunan yang tepat dan efektif. Dalam dokumen ini juga tergambar komitmen 
Sekretariat Daerah dalam mengembangkan organisasi agar dapat terus 
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang semakin 
dinamis dan kompleks. 

Terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota tim yang telah 
bekerja keras dalam menyusun dokumen ini, serta kepada seluruh pihak 
yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses ini. 
 

Bandung, 1 Oktober 2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Tahunan yang disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. Mengacu kepada Pasal 343 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat 

Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 

hal ini perlu melakukan perubahan pada dokumen Renja Tahun 2024. 

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan Perubahan 

Renja Tahun 2024 sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak terlepas dari 

amanat Pasal 343 Ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang 

menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat 

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun 

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan, meliputi: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan 

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;  

2. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator Pembangunan 

daerah tahun 2024 lingkup Setda;  

3. Pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, 

dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran 

kegiatan. 

4. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa anggaran tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh unsur 

di Sekretariat Daerah, utamanya 9 (Sembilan) Biro. Proses penyusunan 
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Perubahan Renja Setda tahun 2024 dilakukan melalui tahapan: 

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja; 

2. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja; 

3. Penetapan perubahan Renja. 

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) Sekretariat Daerah Periode 2024-2026 dan disusun dengan 

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Tahun 2024 menjadi tahun perencanaan 

pertama bagi Sekretariat Daerah untuk periode perencanaan jangka 

menengah berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026.  Renja Sekretariat Daerah 

Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum 

dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 

dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Barat tahun 2024; (2) Hasil evaluasi 

kinerja Renja Tahun 2024 triwulan II; (3) Prioritas nasional dalam rencana 

kerja Pemerintah Tahun 2024; (5) Kerangka ekonomi daerah beserta 

kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024. 

Dengan disusunnya Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini, maka 

diharapkan dapat memberikan arah percepatan pelaksanaan rencana kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan sasaran 

pembangunan Tahun 2024 serta menjadi menjadi dasar dan acuan dalam 

Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2024 juga sebagai bahan rujukan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap 

memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang 

berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan 

dampak optimal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berjalan 

sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
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Barat; 

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat; dan 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-

2026; 

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2024. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja bagi Sekretariat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan  maksud untuk 

memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan di lingkup sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat 

dan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk 

menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam 

bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Barat tahun 2024; 

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan 

lokasi kegiatan; 

2. dalam bentuk dokumen perencanaan perubahan tahunan 

Seketariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023; 

3. Sebagai acuan dalam rangka evaluasi dan pengendalian program 
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dan kegiatan 2023; 

4. Sebagai salah satu dokumen perencanaan perubahan Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023. 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat 

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, 

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen 

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan 

Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya 

dengan proses penyusunan RAPBD. 

 1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat 

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat 

Daerah. 

 1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renja Perangkat Daerah 

 1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja 

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022 

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 

dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan 
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capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD 

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan 

Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.  

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan 

Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah 

ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2008. 

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Sekretariat Daerah. 

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder 

Terdapat hasil uraian kajian terhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari 

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan 

kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan 

hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari 

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan 

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah 

kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu 

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 

Perangkat Daerah. 
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 3.3. Program dan Kegiatan. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 

disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus 

pembangunan daerah tahun 2024. 

BAB V PENUTUP 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH 

TAHUN 2024 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 202 dan 

Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 

2024 meliputi 8  (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan 

serta 83 (delapan puluh tiga) sub kegiatan, alokasi anggaran dari APBD 

Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.1.389.336.238.098,00 yang terdiri dari 

Belanja Operasi sebesar Rp.1.358.640.417.997,00 dan Belanja Modal 

Rp.30.695.820.101,00 Penyerapan anggaran tersebut sampai dengan bulan 

Juni (Triwulan II) masing-masing adalah Rp.355.536.645.109,00 untuk 

Belanja Operasi atau 25,59% dan untuk Belanja Modal sebesar 

Rp.3.810.914.343,00 atau 0,27%. Dengan demikian total penyerapan 

anggaran tahun 2024 sampai dengan bulan Juni adalah sebesar Rp. 

Rp.359.347.559.452,000 atau 25,86%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan belanja operasi 

maupun belanja modal termasuk baik. 

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah berhasil 

diselenggarakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Keberhasilan ini 

dapat berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama serta berdasarkan 

persentase penyerapan anggaran dan perjanjian kinerja tahun 2024, dengan 

Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Berkaitan dengan 

indikator tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah 

melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit dalam rangka mendukung 

ketercapaian kinerja sekretariat daerah provinsi. 

Sekretariat Daerah melakukan berbagai program dan kegiatan sebagai 

penyelenggara perumusan kebijakan umum, pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah kepada para perangkat 

daerah dan menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
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efisien sebagai penghubung antara Kepala Daerah dengan Perangkat daerah 

teknis. 

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif 

dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, seperti yang 

dijabarkan dalam tabel 2.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
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Tabel 2.1.1 

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Barat s.d. Tahun 2024 (Triwulan II) 

Sekretariat 

Daerah 
Provinsi 

Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 

Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 
kegiatan 

Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1    BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

1 1   
Program Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah 

Persentase Bahan Kebijakan 

Lingkup Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah yang 
Ditindaklanjuti 

N/A 95 90 90 100% N/A N/A N/A 

1 1 1   

Nilai Kualitas Kebijakan 

Bidang Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah 

50.20 N/A N/A N/A N/A 50.15 50.15 99.90% 

1 1 1 1 
Kegiatan Pelaksanaan 

Tugas Pemerintahan 

Persentase 
Rekomendasi/Laporan Bahan 

Kebijakan Pelaksanaan Tugas 

Pemerintahan yang 
Ditindaklanjuti 

N/A 90 90 90 100% N/A N/A N/A 

     

Persentase Kebijakan 
Pelaksanaan Tugas 

Pemerintahan yang 
Diimplementasikan secara 

Tepat 

50.50 N/A N/A N/A N/A 50.00 50.00 99.01% 

1 1 1 2 
Kegiatan Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 

Persentase 

Rekomendasi/Laporan Bahan 

Kebijakan Pelaksanaan 
Otonomi Daerah yang 

Ditindaklanjuti 

N/A 94 80 80 100% N/A N/A N/A 

     

Persentase Kebijakan 

Pelaksanaan Otonomi Daerah 
yang Diimplementasikan 

secara Tepat 

50.50 N/A N/A N/A N/A 50.00 50.00 99.01% 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1 1 1 3 
Kegiatan Fasilitasi 

Kerjasama Daerah 

Persentase Kerjasama yang 

Ditindaklanjuti 
N/A 94 80 80 100% N/A N/A N/A 

     

Persentase Kerjasama 

Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat yang 

Diimplementasikan secara 

Tepat 

98.53 N/A N/A N/A N/A 97.55 97.55 99.01% 

    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Persentase Unit Kerja yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Administrasi Keuangan dan 

Umum Lingkup Biro 
Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah 

N/A 90 90 90 100% N/A N/A N/A 

1 1 2  

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja Biro 

Pemotda 

N/A 4 8 8 100% N/A N/A N/A 
 

1 1 2 2 
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 
Akuntabel 

N/A 65 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 

Umum 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro Pemerintahan 

dan Otonom 

86.35 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 115.81%  

    

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Persentase Dokumen 

Perencanaan Biro yang 

Disusun sesuai Ketentuan  

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

1 1 2 3 BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

    
Program Fasilitasi dan 
Koordinasi Hukum 

Persentase Penyelenggaraan 
Kebijakan Daerah Dalam 

N/A 100 100 100 100% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Pembentukan Hukum 

Daerah, Bantuan Hukum 
dan HAM, Dokumentasi 

Hukum, Pembinaan dan 

Pengawasan Produk Hukum 

     

Persentase Produk Hukum 

Pemerintah Daerah Provinsi  
Jawa Barat yang Harmonis 

85 N/A N/A N/A N/A 87.1 87.10 102.47%  

1 1 3  

Kegiatan Fasilitasi 

Penyusunan Perundang-
Undangan 

Persentase Penyusunan 

Kebijakan Daerah di Bidang 

Pembentukan Hukum Daerah 
Provinsi 

N/A 100 100 100 100% N/A N/A N/A  

     

Persentase Penyusunan 

Kebijakan Daerah di Bidang  

Pembentukan Hukum Daerah 
Provins 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

1 1 3 1 
Kegiatan Fasilitasi 

Bantuan Hukum 

Persentase Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum dan HAM 

yang Difasilitasi 

N/A 100 100 100 100% N/A N/A N/A  

     

Persentase Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dan HAM  
yang Difasilitas 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

1 1 3 2 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

Persentase Unit Kerja yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Administrasi Keuangan dan 
Umum di Lingkup Biro 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia 

N/A 100 100 100 100% N/A N/A N/A  

1 1 3 3 

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang 
Berkualitas 

N/A 12 12 100 833% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B



 

13 
 

Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 
Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Waktu Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A 
 

 

    
Program Administrasi 
Umum 

Indeks Kepuasan 

Stakeholder terhadap 
Layanan Biro  

Hukum dan HAM 

87.37 N/A N/A N/A N/A 86.51 86.51 99.02%  

    

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 

Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Dokumen 

Pelaporan Kinerja Biro yang  

Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Kebutuhan 

Akomodasi Pimpinan yang  

Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    

 

 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 

    
Program Kesejahteraan 

Rakyat 

Persentase Bahan Kebijakan 

Lingkup Kesejahteraan 

Rakyat yang Ditindaklanjuti 

N/A 85 90 100 111% N/A N/A N/A  

     
Nilai Kualitas Kebijakan 
Bidang Kesejahteraan 

Rakyat 

50.20 N/A N/A N/A N/A 50.15 50.15 99.90%  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B



 

14 
 

Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    

Kegiatan Fasilitasi 

Pembinaan Mental 
Spiritual 

Persentase Bahan Kebijakan 

Lingkup Pembinaan Mental 
Spiritual ditindaklanjuti. 

N/A 85 90 100 111% N/A N/A N/A  

     

Persentase Kebijakan 
Pembinaan Mental Spiritual 

yang Diimplementasikan 

secara Tepat 

70.70 N/A N/A N/A N/A 70.00 70.00 99.01%  

    

Kegiatan Fasilitasi 
Pengembangan 

Kesejahteraan Rakyat 
Pelayanan Dasar 

Persentase Bahan Kebijakan 
Lingkup Pengembangan 

Kesejahteraan Rakyat 

Pelayanan Dasar 
ditindaklanjuti 

N/A 85 90 100 111% N/A N/A N/A  

     

Persentase Kebijakan 

Pengembangan Kesejahteraan  

Rakyat Pelayanan Dasar yang 
Diimplementasikan secara  

Tepat 

70.70 N/A N/A N/A N/A 70.00 70.00 99.01%  

    

Kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan 
Kesejahteraan Rakyat Non 

Pelayanan Dasar 

Persentase Bahan Kebijakan 

Lingkup Pengembangan 
Kesejahteraan Rakyat Non 

Pelayanan Dasar 

Ditindaklanjuti 

N/A 85 90 100 111% N/A N/A N/A 

 

 

 

     

Persentase Kebijakan 

Pengembangan Kesejahteraan  
Rakyat Non Pelayanan Dasar 

yang Diimplementasikan  
secara Tepat 

70.70 N/A N/A N/A N/A 70.0 70.00 99.01%  

    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

Persentase Unit Kerja yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Administrasi Keuangan dan 

Umum Lingkup Biro 
Kesejahteraan Rakyat 

N/A 85 90 100 111% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran 
N/A 13 13 13 100% N/A N/A N/A 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

dan Evaluasi Kinerja Biro 

Kesejahteraan Rakyat yang 
Akuntabel 

    
Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 
Kepegawaian Lingkup Biro 

Kesejahteraan Rakyat 

N/A 9 9 9 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 
Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 

Umum 

Indeks Kepuasan 

Stakeholder terhadap 

Layanan Biro  
Kesejahteraan Rakyat 

91.34 N/A N/A N/A N/A 90.44 90.44 99.01%  

    

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 

Disusun  

sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     
Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang  

Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai yang 

Memperoleh Layanan  
Kepegawaian Tepat Waktu 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Kebutuhan 

Akomodasi Pimpinan yang  

DipenuhI 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    BIRO BADAN USAHA MILIK DAERAH, INVESTASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  

    
Program Perekonomian 
dan Pembangunan 

Persentase Keselarasan 

Penyusunan Kebijakan dan 
Implementasi Kebijakan 

N/A 65 65 65 100% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Lingkup Perekonomian dan 

Pembangunan 

     

Nilai Kualitas Kebijakan 

Bidang BUMD, Investasi, 
dan  

BLUD 

50.20 N/A N/A N/A N/A 50.15 50.15 99.90%  

    
Kegiatan Pengelolaan 
Kebijakan dan Koordinasi 

Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi/Koordinasi dan 
Evaluasi Kebijakan dan 

Bahan Kebijakan Bidang 

Perekonomian 

N/A 6 16 16 100% N/A N/A N/A  

     

Persentase Kebijakan 
Investasi Daerah yang  

Diimplementasikan secara 

Tepat 

50.50 N/A N/A N/A N/A 50.00 50.00 99.01%  

    
Kegiatan Pengelolaan 
Kebijakan dan Koordinasi 

BUMN dan BLUD 

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan BLUD 

N/A 23 23 23 100% N/A N/A N/A  

     

Persentase Kebijakan Bidang 

BUMD, Investasi, dan BLUD  
yang Diimplementasikan 

secara Tepat 

50.50 N/A N/A N/A N/A 50.15 50.15 99.31%  

    
Program Kebijakan 
Administrasi 

Pembangunan 

Persentase Keselarasan 

Penyusunan Kebijakan dan 
Implementasi Kebijakan 

Lingkup Administrasi 

Pembangunan 

N/A 67 67 67 100% N/A N/A N/A 

 

 

     

Persentase Keselarasan 
Penyusunan Kebijakan dan  

Implementasi Kebijakan 

lingkup Administrasi 
Pembangunan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    

Kegiatan Pengendalian 

Administrasi Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Administrasi Pembangunan 
Daerah 

N/A 4 4 4 100% N/A N/A N/A  

     

Jumlah Rekomendasi 
Pengendalian Pelaksanaan  

Pembangunan Daerah yang 

Disampaikan 

5 N/A N/A N/A N/A 5 5.00 100.00%  

    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Persentase Unit Kerja yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Administrasi Keuangan dan 

Umum Lingkup Biro BUMD, 
Investasi dan Administrasi 

Pembangunan 

N/A 100 97 97 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan 

N/A 4 4 4 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 
Administrasi Umum yang 

Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A 
 

 

    

Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah waktu Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 
Umum 

Indeks Kepuasan 

Stakeholder terhadap 

Layanan Biro  
BUMD, Investasi dan 

Administrasi Pembangunan 

89.94 N/A N/A N/A N/A 88.95 88.95 98.90%  

    

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 

Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Dokumen 

Pelaporan Kinerja Biro yang  
Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    
Administrasi Kepegawaian 

Daerah  

Persentase Pegawai yang 

Meningkat Kompetensinya 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 

Prasarana Biro yang DipenuhI 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     
Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang  

Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

Persentase Tim Kerja yang 

Terpenuhi Kebutuhan Tenaga  
Teknis 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    BIRO PEREKONOMIAN  

    
Program Perekonomian 

dan Pembangunan 

Persentase Keselarasan 
Penyusunan Kebijakan dan 

Implementasi Kebijakan 

Lingkup Perekonomian dan 
Pembangunan 

N/A 67 67 67 100% N/A N/A N/A 

 

 

     
Nilai Kualitas Kebijakan 
Bidang Perekonomian 

50.20 N/A N/A N/A N/A 50.15 50.15 99.90%  

    

Kegiatan Pengelolaan 

Kebijakan dan Koordinasi 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi/Koordinasi dan 

Evaluasi Kebijakan dan 
Bahan Kebijakan Bidang 

Perekonomian 

N/A 16 16 16 100% N/A N/A N/A 

 

 

     

Persentase Kebijakan Sarana 

Perekonomian yang  
Diimplementasikan secara 

Tepat 

50.50 N/A N/A N/A N/A 50.00 50.00 99.01%  

    
Kegiatan Pengelolaan 
Kebijakan dan Koordinasi 

Sumber Daya Alam 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi/Koordinasi dan 
Evaluasi Kebijakan Serta 

Bahan Kebijakan Bidang 

Sumber Daya Alam 

N/A 17 17 17 100% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

     

Persentase Kebijakan Sumber 

Daya Alam yang  
Diimplementasikan secara 

Tepat 

50.50 N/A N/A N/A N/A 50.00 50.00 99.01%  

    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Persentase Unit Kerja yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Administrasi Keuangan dan 
Umum Lingkup Biro 

Perekonomian 

N/A 100 100 100 100 N/A N/A N/A 

 

 

    
Kegiatan Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang 

Berkualitas 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

N/A 1 1 1 100% N/A N/A N/A 
 

 

    
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 
Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 

Umum 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro  

Perekonomian 

95.29 N/A N/A N/A N/A 95.20 95.20 99.91%  

    

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 

Perencanaan Biro yang 

Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     
Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang  

Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 

Prasarana Biro yang Dipenuhi 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

     

Persentase Kebutuhan 

Akomodasi Pimpinan yang  
Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  

    
Program Kebijakan dan 
Pelayanan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Maturitas UKPBJ 3 3 4 3 75% 3 3.00 100.00%  

Kualifikasi dan Kompetensi 

SDM UKPBJ 
N/A 80 90 90 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Jumlah Dokumen 
Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

N/A 12 6 6 100% N/A N/A N/A  

     

1) Persentase Proses 

Pemilihan Penyedia yang 
Tepat Waktu 

98 N/A N/A N/A N/A 96 96.00 97.96%  

     
2) Persentase Pengadaan 
Barang Jasa yang 

Dilaksanakan Tepat Sasaran 

98 N/A N/A N/A N/A 96 96.00 97.96%  

    

Kegiatan Pengelolaan 

Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik 

Jumlah Dokumen 
Pengelolaan LPSE 

N/A 12 5 5 100% N/A N/A N/A  

     

1) Persentase Peningkatan 

Fitur Sistem Informasi  

Pengadaan 

98 N/A N/A N/A N/A 96 96.00 97.96%  

     
2) Persentase Layanan SPSE 

yang Dipenuhi 
98 N/A N/A N/A N/A 96 96.00 97.96%  

    
Kegiatan Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Jumlah Dokumen Pembinaan 
dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

     

Persentase Permasalahan 

Barang dan Jasa yang  
Diselesaikan 

98 N/A N/A N/A N/A 96 96.00 97.96%  

     
Nilai Kematangan UKPBJ 
Dimensi Kelembagaan 

3 N/A N/A N/A N/A 3 3.00 100.00%  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Persentase Unit Kerja yang 

Mendapatkan Pelayanan 
Administrasi Keuangan dan 

Umum Lingkup Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa 

N/A 100 100 100 100% N/A N/A N/A  

    

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Biro PBJ 

yang Berkualitas 

N/A 14 12 12 100% N/A N/A N/A 

 

 

    

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

N/A 40 40 17 43% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 

Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    

Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Waktu Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 

Umum 

Indeks Kepuasan 

Stakeholder terhadap 

Layanan Biro  
Pengadaan Barang dan Jasa 

96.91 N/A N/A N/A N/A 96.82 96.82 99.91%  

    

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 

Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Dokumen 

Pelaporan Kinerja Biro yang  

Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai yang 

Meningkat Kompetensinya 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

     

Persentase Kebutuhan 

Akomodasi Pimpinan yang  
Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan  

Daerah 

Persentase Tim Kerja yang 

Terpenuhi Kebutuhan Tenaga  

Teknis 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    BIRO ORGANISASI  

    
Program Penataan 
Organisasi 

Persentase Perangkat 
Daerah dengan Kinerja yang 

Efektif dan Efisien 

N/A 94 95 95 100% N/A N/A N/A  

     

Peringkat Komposit 

Kelembagaan Dimensi 

Struktur 

4 N/A N/A N/A N/A 3 3.00 75.00%  

    
Kegiatan Fasilitasi 
Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan 

Jumlah Dokumen Fasilitasi 
Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan Provinsi Jawa Barat 

N/A 1 1 1 100% N/A N/A N/A  

     
Presentase Perangkat Daerah 

yang Ditata Kelembagaannya 
90 N/A N/A N/A N/A 80 80.00 88.89%  

     

Indikator Kepuasan 

Masyarakat Pelayanan 
Penataan Kelembagaan 

Kabupaten/ Kota 

85 N/A N/A N/A N/A 80 80.00 94.12%  

     
Persentase Peta Jabatan Yang 

Sesuai Anjab Hasil Verifikasi 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Perangkat 
Daerah dengan Indeks 

Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah Minimal 
Kategori "B" 

94 N/A N/A N/A N/A 92 92.00 97.87%  

    
Kegiatan Fasilitasi 
Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja 

Persentase Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat dan 

Pemerintahan Daerah 

N/A 51 51 51 100% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Kab/Kota dengan Nilai Indeks 

Reformasi Birokrasi Baik 

     

Persentase Kebijakan Tata 

Kelola Reformasi Birokrasi  
yang diinternalisasikan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     Nilai Pelaporan Kinerja 12.44 N/A N/A N/A N/A 12.35 12.35 99.28%  

     
Persentase Perangkat Daerah 
dengan Pelaporan  

Kinerja Berkualitas 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Perangkat 

Daerah dengan Nilai Budaya 
Kerja Minimal "Baik" 

73.68 N/A N/A N/A N/A 65.79 65.79 89.29%  

     

Persentase Perangkat Daerah 

yang menerapkan  

Budaya Kerja 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Perangkat 

Daerah yang Menerapkan 
Kebijakan Sistem Kerja 

DInamis 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Kebijakan Sistem 

Kerja Dinamis yang  
Sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Perangkat 

Daerah yang Menerapkan 

Kebijakan Standar 
Pelayanan Publik 

85 N/A N/A N/A N/A 80 80.00 94.12%  

     

Presentase Perangkat Daerah 

Yang Memenuhi  

Standar Pelayanan 

85 N/A N/A N/A N/A 80 80.00 94.12%  

    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Unit Kerja yang 

Mendapatkan Pelayanan 
Administrasi Keuangan dan 

N/A 94 95 100 105% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Umum Lingkup Biro 

Organisasi 

    
Kegiatan Administrasi 
Umum Pemerintah Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 
Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 

Umum 

Indeks Kepuasan 

Stakeholder terhadap 

Layanan Biro Organisasi 

88.59 N/A N/A N/A N/A 87.71 87.71 99.01%  

    

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 

Disusun  

sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Dokumen 

Pelaporan Kinerja Biro yang  
Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 

Prasarana Biro yang Dipenuhi 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Kebutuhan 

Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  

    
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Pimpinan N/A Baik Baik 
Sangat 
Baik 

100% N/A N/A N/A 
 

 

    

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang 

Berkualitas 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 
Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    

Kegiatan Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Jumlah Waktu Layanan 

Kerumahtanggaan Sekretariat 
Daerah yang Dilayani 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Fasilitasi Materi 

dan Komunikasi Pimpinan 

Jumlah Waktu Fasiltasi 
Materi dan Komunikasi 

Pimpinan 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Fasilitasi 

Keprotokolan 

Jumlah Waktu Fasilitasi 

Keprotokolan 
N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 

Umum 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro  

Administrasi Pimpinan 

94.71 N/A N/A N/A N/A 94.61 94.61 99.89%  

    

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daera 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 

Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Dokumen 

Pelaporan Kinerja Biro yang  
Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 

Prasarana Biro yang Dipenuhi 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Persentase Kebutuhan 

Akomodasi Pimpinan yang  

Dipenuh 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Kegiatan Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

Persentase Kebutuhan 
Rumah Tangga Pimpinan 

yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Kegiatan Fasilitasi Materi 

dan Komunikasi Pimpinan 

Persentase Kebutuhan 

Informasi dan Komunikasi  
Pimpinan yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Kegiatan Fasilitasi 
Keprotokolan 

Persentase Layanan 
Keprotokolan yang Dipenuhi  

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    BIRO UMUM  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Layanan 

Internal Setda 
N/A Baik Baik Baik Baik N/A N/A N/A 

 

 

    

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang 
Berkualitas 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

yang Tepat Waktu 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Administrasi 
Barang Milik Daerah Pada 

Perangkat Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah Pegawai yang 

Mendapat Layanan 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

N/A 700 700 700 100% N/A N/A N/A  

    
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 

Akuntabel 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A 
 

 

    
Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Waktu Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Waktu Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    

Kegiatan Administrasi 

Keuangan dan Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Administrasi 

Keuangan dan Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    

Kegiatan Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Jumlah Waktu Fasilitasi 

Kerumahtanggaan Sekretariat 
Daerah 

N/A 12 12 12 100% N/A N/A N/A  

    
Program Administrasi 

Umum 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro  

Umum 

91.58 N/A N/A N/A N/A 90.68 90.68 99.02%  

    

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah 

Nilai Komponen Perencanaan 
dan Pengukuran Sekretariat 

Daerah 

26.18 N/A N/A N/A N/A 26.15 26.15 99.89%  

     
Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 

Disusun sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     

Nilai Komponen Pelaporan 

dan Evaluasi Sekretariat  

Daerah 

16.13 N/A N/A N/A N/A 16.11 16.11 99.88%  

     
Persentase Dokumen 
Pelaporan Biro yang Disusun  

sesuai Ketentuan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai dan 

Pimpinan yang Menerima Gaji  
dan Tunjangan Tepat Waktu 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     
Jumlah Laporan Keuangan 
yang Disusun Tepat Waktu  

12 N/A N/A N/A N/A 12 12.00 100.00%  

    

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat  

Daerah 

Persentase Barang Milik 

Daerah Lingkup Sekretariat  

Daerah yang Diamankan  

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai yang 
Terlayani Tepat Waktu 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     
Persentase Pegawai yang 
Memenuhi Syarat Kompetensi  

Jabatan 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  
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Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 
Jawa Barat 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 

Program 
Renstra 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Target 
Kinerja 

Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 

Kegiatan 
s/d dengan 

Tahun 2022  

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2023 (n-2) 

Target 
program 

dan 

kegiatan 
Renja 

Tahun 
2024 (n-1) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
s/d Tahun 2024 (berjalan) 

Target 

Renja 

Tahun 
2023 

(n-2) 

Realisasi 

Renja 

Tahun 
2023 (n-

2) 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
Tahun 2024 

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

    
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase sarana dan 

prasarana kantor yang 
dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     
Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang  

Dipenuh 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

     
Persentase Biro yang 

Terlayani Arsip Dinamis 
100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan  

Daerah 

Persentase Layanan Jasa 
Penunjang Sekretariat Daerah  

yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik 

Daerah Lingkup Sekretariat  
Daerah yang Dipelihara 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    

Administrasi Keuangan 

dan Operasional Kepala 
Daerah  

dan Wakil Kepala Daerah 

Persentase Layanan 

Administrasi Keuangan dan  

Operasional Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah  

yang Dipenuhi 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  

    

Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Rumah Tangga  
Sekretariat Daerah 

100 N/A N/A N/A N/A 100 100.00 100.00%  
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Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat perbedaan atau perubahan 

indikator untuk sub kegiatan tahun 2023 dan 2024, sehingga tabel diatas 

menjabarkan masing-masing capaian dari setiap indikator sub kegiatan 

masing-masing tahun, namun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Barat pada tahun 2023 dan pelaksanaan sampai dengan triwulan II (Januari 

s.d. Juni) Tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik sesuai 

dengan Renja Tahun 2024.  

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai 

cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, dari 

hasil diatas dapat disampaikan beberapa hal, antara lain: 

1. Tidak terdapat realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak 

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 

2. hampir seluruh kegiatan mencapai target yang telah direncanakan. 

3. Tidak ada kegiatan/sub kegiatan yang melebihi dari target realisasi 

yang telah direncanakan. 

Berdasarkan capaian tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mendukung terpenuhinya target kinerja yaitu pelaksanaan 

kegiatan yang selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, selain itu adanya monitoring berkelanjutan sehingga 

dimungkinkan adanya perubahan strategi dalam pencapaian output dapat 

lebih maksimal dalam hal dukungan waktu dan sumber penggunaan 

anggaran yang terukur. 

Dengan tercapainya target program tersebut dapat disampaikan bahwa 

target perencanaan strategis lima tahunan perangkat daerah (Renstra PD) 

dapat terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Barat terdapat tiga tugas pokok yang harus dijalankan. 

Pertama, merumuskan kebijakan umum pemerintah daerah provinsi dan 
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pengoordinasian administratif. Selanjutnya, membina, mengendalikan, dan 

memfasilitasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Terakhir, melakukan 

pelayanan administratif. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi (Setda) mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan, monitoring dan evaluasi kebijakan umum 

pemerintah daerah provinsi; 

b. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, 

pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

provinsi oleh perangkat daerah; 

c. penyelenggaraan administrasi Setda; 

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Setda; dan 

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) 

membawahi tiga asisten dan kelompok jabatan struktural. Secara substansi, 

tugas yang dilaksanakan oleh para asisten sebagaimana tugas pokok pada 

Sekda namun dengan bidang urusan yang berbeda-beda. Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah membawahi tiga biro yaitu, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Biro Kesejahteraan Rakyat. 

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menangani perumusan 

kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi fasilitasi administrasi 

umum, rekomendasi pembentukan daerah otonomi baru, evaluasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah, serta fasilitasi penyelenggaraan kerja 

sama daerah.  

Biro Hukum dan HAM 

Biro Hukum dan HAM menangani perumusan kebijakan dan 

pengoordinasian administrasi berkenaan dengan penegakkan HAM serta 

penetapan kebijakan provinsi.  
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Biro Kesejahteraah Rakyat 

Biro Kesejahteraan Rakyat menangani perumusan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif berkenaan dengan penyelenggaraan 

pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta fasilitasi pembangunan 

spiritual masyarakat. 

Lalu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi tiga biro 

yaitu, Biro Perekonomian, Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi 

dan Administrasi Pembangunan, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  

Biro Perekonomian 

Biro Perekonomian menangani perumusan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif berkenaan dengan pembangunan ekonomi 

Jawa Barat.  

Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan 

Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan menangani 

perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan 

investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pembangunan.  

Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa menangani perumusan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif berkenaan dengan penyelenggaraan 

pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Selanjutnya, Asisten Administrasi Umum membawahi tiga biro yaitu, 

Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.  

Biro Organisasi 

Biro Organisasi menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian 

administratif berkenaan dengan manajemen organisasi Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat meliputi urusan kelembagaan, tata laksana, reformasi 

birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik.  

Biro Administrasi Pimpinan 

Biro Administrasi Pimpinan menangani pelayanan kepada pimpinan 
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meliputi materi dan pimpinan, keprotokolan, dan urusan rumah tangga pada 

rumah dinas pimpinan.  

Biro Umum 

Biro Umum menangani urusan internal Setda dengan memberikan 

layanan administrasi kepegawaian, rumah tangga, keuangan, kearsipan, 

serta perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. 

Sasaran strategis Setda diarahkan untuk penciptaan kondisi tata kelola 

pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan internal setda sebagai upaya dalam 

menyelesaikan isu dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, 

Penentuan sasaran strategis setda didasarkan pada faktor penentu 

keberhasilan yang diidentifikasi sebagai kunci penyelesaian isu strategis. 

Sebagaimana pembaharuan yang dilakukan dalam memantapkan 

penyelenggaraan reformasi birokrasi di tingkat nasional yang membagi fokus 

implementasi pada reformasi secara umum serta yang dapat memperlihatkan 

dampaknya kepada pembangunan, setda pun melakukan fokus tersebut. 

Sesuai dengan kendali kewenangan, maka sasaran strategis setda 

difokuskan pada pencapaian indikator reformasi birokrasi Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat pada level general. 

“Nilai Reformasi Birokrasi General” didukung oleh kinerja Asisten 

Daerah dengan Sasaran antara sebanyak 9 sasaran, dengan 10 indikator 

kinerja. Sasaran kinerja Asda tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran 

kinerja program dan indikator kinerja program (biro) 23 indikator kinerja 

sembilan biro yang ada di Setda. Sembilan biro di Setda mendukung sasaran 

peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Setda. Biro Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat serta Biro BUMD, Investasi 

dan Administrasi Pembangunan berkontribusi dalam peningkatan kualitas 

kebijakan. Biro Hukum dan HAM menunjang pencapaian kebijakan yang 

harmonis. Sasaran pengelolaan barang dan jasa didukung oleh Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan Biro Organisasi menunjang enam 

sasaran yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi perangkat 

daerah, pelayanan publik yang berkualitas, tatalaksana yang berkualitas, 
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kelembagaan yang efektif, budaya yang berakhlak, dan kinerja yang 

akuntabel. Terakhir untuk sasaran pelayanan internal Setda berkualitas 

diampu oleh Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum. 

Dari penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran 

strategis Setda, dapat dijelaskan capaian kinerja Sasaran Strategis Setda 

dengan 1 (satu) indikator kinerja utama dan capaian sasaran kinerja program 

melalui 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja program Setda pada periode 

2024-2026 sampai dengan Triwulan II tahun 2024, diantaranya digambarkan 

pada table di bawah ini:  

Tabel 2.2.1. 

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

beserta Realisasi per Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program 

sampai dengan Semester I tahun 2024 

N
o 

Indikator Satuan  
Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 
2024 

Tw II 

Ket 

1 Nilai Reformasi Birokrasi General Nilai  80,75 

point 

- Iku 

Sekda 

2 Persentase Produk Hukum Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis 

Persen  85,00 
point 

- Ind. 
program 

3 Nilai Kualitas Kebijakan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

Poin  50,15 
point 

- Ind. 
program 

4 Nilai Kualitas Kebijakan Bidang 
Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Poin  50,15 
point 

- Ind. 
program 

5 Nilai Kualitas Kebijakan Bidang 

Perekonomian 

Poin  50,15 

point 

78,55 

point 

Ind. 

program 

6 Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, 
Investasi, dan BLUD 

Poin  50,15 
point 

- Ind. 
program 

7 Persentase keselarasan penyusunan 
kebijakan dan implementasi kebijakan 

lingkup Administrasi Pembangunan 

Persen  100% - Ind. 
program 

8 Level Maturitas UKPBJ Level  3 - Ind. 
program 

9 Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi 
Struktur 

Peringka
t 

 3 37,38 Ind. 
program 

10 Presentase Perangkat Daerah Yang 
Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan 
Publik 

Persen  80% - Ind. 
program 

11 Nilai Pelaporan Kinerja Poin  12,35 
point 

- Ind. 
program 

12 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai 

budaya kerja minimal "Baik" 

Persen  65,79% - Ind. 

program 

13 Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks 

Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 
Minimal kategori “B” 

Persen  92% - Ind. 

program 

14 Persentase Perangkat Daerah Yang 

menerapkan kebijakan sistem kerja Dinamis 

Persen  100% - Ind. 

program 
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N
o 

Indikator Satuan  
Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 
2024 

Tw II 

Ket 

15 Nilai AKIP Setda Poin  84,43 

point 

86,30 

point 

Ind. 

program 

16 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Hukum dan HAM 

Poin  86,51 
point 

92,13 Ind. 
program 

17 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat 

Poin  90,44 
point 

- Ind. 
program 

18 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah 

Poin  85,50 
point 

93,60 Ind. 
program 

19 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Perekonomian 

Poin  95,20 
point 

97,00 Ind. 
program 

20 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro BUMD, Investasi, dan 

Administrasi Pembangunan 

Poin  88,95 
point 

89,33 
point 

Ind. 
program 

21 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Pengadaaan Barang dan Jasa 

Poin  96,82 
point 

96,80 Ind. 
program 

22 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Organisasi 

Poin  87,71 
point 

97,40 Ind. 
program 

23 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Administrasi Pimpinan 

Poin  94,61 
point 

97,20 
point 

Ind. 
program 

24 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Umum 

Poin  90,68 
point 

82,80 Ind. 
program 

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat 

Daerah 

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai perencanaan strategis, di 

tahun 2024 setda melaksanakan 8 program, 28 kegiatan, dan 82 sub 

kegiatan. Berdasarkan laporan evaluasi hasil Renja melalui aplikasi e-Monev, 

kinerja Setda telah tercapai sebesar 42,26%. Dari capaian tersebut, 44% biro 

memiliki ketercapaian kinerja melebihi target. 

Tabel 2.3.1. 

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Biro berdasarkan Hasil Evaluasi Renja 

Setda tahun 2024 s.d Triwulan 2 

No Biro 

Target Capaian 

Kinerja s.d. 
Triwulan 2 

Realisasi Capaian 

Kinerja s.d. 
Triwulan 2 

Capaian 

1. Biro Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah 

10,79% 28,61% 265,15% 

2. Biro Hukum dan HAM 44,18% 53,85% 121,88% 

3. Biro Kesejahteraan Rakyat 48,06% 48,06% 100,00% 

4. Biro BUMD, Investasi, dan 

Administrasi Pembangunan  

28,15% 28,15% 100,00% 

5. Biro Perekonomian 61,88% 62,71% 101,34% 
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No Biro 
Target Capaian 

Kinerja s.d. 

Triwulan 2 

Realisasi Capaian 
Kinerja s.d. 

Triwulan 2 

Capaian 

6. Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa 

40,19% 40,19% 100,00% 

7. Biro Organisasi 25,00% 25,00% 100,00% 

8. Biro Administrasi Pimpinan 48,61% 48,61% 100,00% 

9. Biro Umum 40,18% 45,13% 112,32% 

Sumber: e-monev.jabarprov.go.id 

Keberhasilan pencapaian target capaian kinerja didorong oleh beberapa 

faktor. Setda memiliki SDM dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

yang berkinerja tinggi sehingga aktivitas dapat terlaksana dan output dapat 

dihasilkan sesuai rencana. Kondisi tersebut juga mendorong koordinasi, 

komunikasi, dan kerjasama dengan mitra perangkat daerah berjalan dengan 

baik. Selain dukungan SDM yang memadai, ketersediaan sarana prasarana 

yang lengkap dan berkondisi baik mendukung terhadap efisiensi kinerja. 

Faktor anggaran juga turut mengambil peran dengan ketersediaan yang tepat 

waktu dan tepat jumlah. Selanjutnya, beberapa output dibiayai oleh 

anggaran rutin sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh dinamisme 

perubahan anggaran. Lalu, komitmen tinggi pimpinan memiliki kontribusi 

tinggi dalam pencapaian target output dan program. 

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai, terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. Secara umum permasalahan yang dihadapi 

berkaitan dengan pencairan anggaran yang tidak tepat waktu. Hal ini 

disebabkan oleh keterlambatan pemenuhan dokumen pertanggungjawaban 

kegiatan. Permasalahan lain yang dihadapi berkaitan dengan konsistensi 

pelaksanaan kegiatan. Masih terjadi ketidaktepatan dalam penyusunan 

rencana aksi yang menyebabkan tingginya kecenderungan dilakukannya 

pergeseran kegiatan yang berpengaruh kepada pergeseran anggaran. Faktor 

eksternal lain adalah rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap 

proses layanan yang diberikan Setda. Hal ini menimbulkan inefisiensi waktu 

pelaksanaan penghasilan output.  

Dari beberapa faktor pendorong dan permasahalan yang dihadapi dapat 
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diketahui bahwa terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsinya yaitu: 

1. Kompetensi SDM dalam menyusun perencanaan kinerja pada taraf 

teknis; 

2. Konsistensi SDM dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban 

tepat waktu; 

3. Prosedur pelayanan Setda yang diinformasikan dan diinternalisasikan 

kepada perangkat daerah.  

2.4. Review terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 

dilakukan untuk memastikan keselarasan  rencana  pembangunan pada level 

provinsi dan setda sebagai unit kerja. Penyelarasan akan tergambarkan dari 

penentuan program-program setda dalam mendukung ketercapaian target 

pembangunan Jawa Barat. Selain review RKPD, koordinasi terhadap rencana 

kinerja perangkat daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi setda juga 

dilakukan melalui rangkaian pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024. Sehingga 

penjabaran rencana pembangunan tidak hanya dilakukan dalam cascading 

(vertikal) namun juga alignment kinerja (horizontal). 

Sebagaimana periode RPD Provinsi Jawa Barat, RKPD Tahun 2024 

merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024-

2026. Untuk itu, setda melakukan identifikasi terhadap kebutuhan rumusan 

kebijakan serta upaya optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang akan mendukung pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024. Hasil 

identifikasi menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 46 produk hukum dan 

21 naskah kerjasama yang harus difasilitasi penyusunannya oleh setda. 

Adapun prioritas pembangunan dengan identifikasi kebijakan yang cukup 

banyak adalah ‘pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan 

perikanan’ serta ‘konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur 

guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan’. 

Selain perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
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kebijakan yang telah ada untuk mendukung pelaksanaan prioritas 

pembangunan pun harus dilakukan. Telah teridentifikasi paling tidak    

terdapat 20 kebijakan yang disusun sampai dengan Tahun 2024 yang perlu 

diperhatikan untuk melihat perkembangannya terhadap capaian target 

pembangunan. Disamping itu, sebagai upaya perwujudan tata kelola 

pemerintahan dan untuk meraih target prioritas pembangunan pada 

‘penerapan reformasi birokrasi dan inovasi daerah’ akan dilakukan   beberapa 

fokus pembinaan kepada perangkat daerah seperti: 

1. Pembinaan penyelenggaraan praktik baik reformasi birorkasi; 

2. Pembinaan dalam rangka peningkatan optimalisasi pelaksanaan  

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Sosialisasi dan pembinaan terkait pengadaan barang dan jasa; 

4. Sosialisasi dan pembinaan terkait penyusunan produk hukum; 

5. Pembinaan dalam rangka pemantapan pemenuhan Standar  

Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan; 

Kemudian, sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional, 

setda perlu memprioritaskan penyusunan tiga produk hukum dan tiga 

naskah kerjasama yang akan mendukung perwujudan transformasi digital di 

Jawa Barat. Di samping itu, terdapat setidaknya dua produk hukum yang 

perlu dievaluasi perkembangannya yaitu terkait implementasi manajemen 

SPBE dan Tim Koordinasi SPBE yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika.
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Tabel 2.4.1. 

Review Terhadap RKPD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

(Rp000) 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp000) 

1 Program 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi Jawa 
Barat 

Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

50.15 
poin 

19.253.196.589 Program Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 

 Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

50.15 
poin 

19.253.196.589  

2 Program Fasilitasi 

dan Koordinasi 
Hukum 

Luar dan 

Dalam 
Provinsi Jawa 
Barat 

Persentase Produk 

Hukum Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat yang Harmonis 

85% 4.606.914.492 Program Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 

Luar dan 

Dalam 
Provinsi 
Jawa 
Barat 

Persentase Produk 

Hukum Pemerintah 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat yang 
Harmonis 

85% 4.606.914.492  

3 Program 
Kesejahteraan   

Rakyat 

Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat 

50.15 
poin 

839.976.256.823 Program Kesejahteraan 
Rakyat 

Luar dan 
Dalam 

Provinsi 
Jawa 
Barat 

Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 

Kesejahteraan 
Rakyat 

50.15 
poin 

839.976.256.823  

4 Program 
Perekonomian dan 
Pembangunan 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi Jawa 
Barat 

Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 
Perekonomian 

50.15 
poin 

11.725.374.707 Program Perekonomian 
dan Pembangunan 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi 
Jawa 
Barat 

Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 
Perekonomian 

50.15 
poin 

11.725.374.707 
 
 

 

Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 
BUMD, Investasi, dan 
BLUD 

50.15 
poin 

Nilai Kualitas 
Kebijakan Bidang 
BUMD, Investasi, 
dan BLUD 

50.15 
poin 

 

5 Program Kebijakan  
Administrasi 
Pembangunan 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi Jawa 
Barat 

Persentase 
keselarasan 
penyusunan kebijakan 
dan  implementasi 
kebijakan lingkup 
Administrasi 
Pembangunan 

100% 379.889.680 Program Kebijakan 
Administrasi 
Pembangunan 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi 
Jawa 
Barat 

Persentase 
keselarasan 
penyusunan 
kebijakan dan 
implementasi 
kebijakan lingkup 
Administrasi 
Pembangunan 

100% 379.889.680  

6 Program Kebijakan 
dan Pelayanan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi Jawa 
Barat 
 

Level Maturitas UKPBJ Level 3 5.068.782.986 Program Kebijakan dan 
Pelayanan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi 
Jawa 
Barat 

Level Maturitas 
UKPBJ 
 
 
 
 

Level 3 5.068.782.986  

7 Program Penataan 
Organisasi 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi Jawa 
Barat 

Peringkat Komposit 
Kelembagaan Dimensi 
Struktur 

Peringkat 3 2.549.350.000 
 

Program Penataan 
Organisasi 

 Peringkat Komposit 
Kelembagaan 
Dimensi Struktur 

Peringkat 3 2.549.350.000 
 

 

 

Presentase Perangkat 80% Presentase 80%  
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp000) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(Rp000) 

Daerah Yang 
Menerapkan Kebijakan 
Standar Pelayanan 
Publik 

Perangkat Daerah 
Yang Menerapkan 
Kebijakan Standar 
Pelayanan Publik 

Nilai Pelaporan Kinerja 12,35 
poin 

Nilai Pelaporan 
Kinerja 

12,35 
poin 

 

Persentase Perangkat 
Daerah dengan Nilai 
budaya kerja minimal 

"Baik" 

65.79% Persentase 
Perangkat Daerah 
dengan Nilai 

budaya kerja 
minimal "Baik" 

65.79%  

Persentase Perangkat 
Daerah dengan Indeks 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 
Minimal kategori “B” 

92% Persentase 
Perangkat Daerah 
dengan Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Perangkat Daerah 
Minimal kategori 
“B” 

92%  

Persentase Perangkat 
Daerah Yang 
menerapkan kebijakan 
sistem kerja Dinamis 

100% Persentase 
Perangkat Daerah 
Yang menerapkan 
kebijakan sistem 
kerja Dinamis 

100%  

8 Program 
Administrasi Umum 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi Jawa 
Barat 

Nilai AKIP Setda 84.43 
poin 

452.469.023.242 Program Administrasi 
Umum 

Luar dan 
Dalam 
Provinsi 
Jawa 
Barat 

Nilai AKIP Setda 84.43 
poin 

452.469.023.242 
 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 
Layanan Biro 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

85.50 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 
terhadap Layanan 
Biro Pemerintahan 
dan Otonomi 
Daerah 

85.50 
poin 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 
Layanan Biro 
Kesejahteraan Rakyat 

90.44 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 
terhadap Layanan 
Biro Kesejahteraan 

Rakyat 

90.44 
poin 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Hukum 

dan HAM 

86.51 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 
terhadap Layanan 

Biro Hukum dan 
HAM 

86.51 
poin 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

95.20 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 

95.20 
poin 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp000) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(Rp000) 

Layanan Biro 
Perekonomian 

terhadap Layanan 
Biro Perekonomian 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro BUMD, 
Investasi, dan 
Administrasi 
Pembangunan 

88.95 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 

terhadap Layanan 
Biro BUMD, 
Investasi, dan 
Administrasi 
Pembangunan 

88.95 
poin 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 
Layanan Biro 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

96.82 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 
terhadap Layanan 
Biro Pengadaan 
Barang dan Jasa 

96.82 
poin 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro 
Organisasi 

87.71 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 

terhadap Layanan 
Biro Organisasi 

87.71 
poin 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 
Layanan Biro 
Administrasi Pimpinan 

94.61 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 
terhadap Layanan 
Biro Administrasi 
Pimpinan 

94.61 
poin 

 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Umum 

90.68 
poin 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder 
terhadap Layanan 
Biro Umum 

90.68 
poin 
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder 

Keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan memiliki   urgensi 

yang sangat penting dalam konteks good governance atau tata kelola yang 

baik. Good governance adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan program- program pembangunan. 

Aspek partisipasi atau melibatkan publik dalam perencanaan 

pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencapai prinsip-prinsip 

good governance pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan 

publik juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan 

keputusan. Dengan memperlihatkan bahwa keputusan didasarkan pada 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka pengambil keputusan menjadi 

lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan hasil yang 

diperoleh. Selain itu, publik juga dapat melakukan  kontrol sosial yang lebih 

efektif dalam memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai 

dengan rencana. 

Keterlibatan publik diharapkan dapat meningkatkan responsivitas  

dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. 

Dengan menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka program  

pembangunan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-

prinsip good governance tersebut, diharapkan pembangunan di lingkungan 

Sekretariat Daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan 

berkelanjutan. 

Dalam rangka pelibatan dan penjaringan masukan dari stakeholder, 

Sekretariat Daerah menyelenggarakan secara luring Forum Perangkat Daerah 

Tahun 2023 dan Desk Usulan Program/Kegiatan. Unsur stakeholder, terdiri 

dari perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, 

diundang untuk memberikan masukan. 

Berbeda dengan perangkat daerah teknis yang difokuskan pada usulan 
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program/kegiatan, masukan para pemangku kepentingan (stakeholder) 

Sekretariat Daerah difokuskan pada jenis kegiatan/sub kegiatan fasilitasi 

dan pembinaan yang dibutuhkan para stakeholder. Hal  ini sesuai dengan 

tugas dan fungsi utama Sekretariat Daerah. Usulan para pemangku 

kepentingan ini menjadi bahan penyusunan kegiatan/sub kegiatan pada 

seluruh biro. 

Berdasarkan hasil penjaringan dan penelaahan, terakumulasi   

sebanyak 427 usulan yang dikelompokkan dalam 5 kategori. Usulan ini 

adalah hasil pemilahan, dianalisis hanya usulan yang selaras dengan isu 

strategis serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Proporsi terbesar dari  

usulan stakeholder berkaitan dengan kegiatan pembinaan (39,58%) dan 

kegiatan perumusan kebijakan (33,96%). Data terperinci sebagaimana 

tercantum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.5.1. 

Usulan Kegiatan dari Stakeholder 

NO. USULAN KEGIATAN JUMLAH % 

1. Perumusan kebijakan penyusunan/ perubahan: 

regulasi/produk hukum, naskah kerjasama, dll.) 

145 33,96 

2. Pembinaan (reformasi birokrasi, akuntabilitas  kinerja, 

penataan organisasi, pelayanan publik, penyusunan 

regulasi, BLUD, pengelolaan barang dan jasa, dll). 

169 39,58 

3. Agenda kegiatan terkait dengan pimpinan  daerah 

(gubernur dan wakil gubernur) 

84 19,67 

4. Penggunaan sarana/prasarana (milik  pemerintah 

daerah provinsi) 

26 6,09 

5. Administrasi pemilu (kepala daerah, wakil kepala 

daerah, dan DPRD) 

3 0,70 

JUMLAH 427 100 

 

Data pada tabel di maksud dapat digunakan sebagai dasar perhitungan 

indikasi kebutuhan dan proporsi pengalokasian anggaran kegiatan/sub 

kegiatan di Sekretariat Daerah maupun pada biro-biro untuk perencanaan 

anggaran APBD Tahun 2024. 

Selain itu, Sekretariat Daerah melakukan penjaringan masukan dari 

Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat serta dari Kanwil Kementerian 
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Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B

44F049208B



 

43 
 

Agama Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (SIPD) berupa usulan Hibah terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru 

Sekolah Keagamaan/Pesantren, Pembangunan Gedung dan Penyediaan 

Sarana dan Prasarana Keagamaan, Sarana & Prasarana PAUD, KOBER, TK, 

SD, SMP, PKBM dan Perguruan Tinggi. Adapun jumlah usulan hibah 

dimaksud, pada Tahun Anggaran 2024 sejumlah 12.567 usulan hibah, 

dengan pagu indikatif hibah kepada masyarakat sebesar 

Rp.605.862.365.302,-. Pada Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Barat tahun 2024, tidak terdapat usulan program kegiatan dari 

Stakeholder.
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi 

RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026  menetapkan  empat  tujuan 

pembangunan dan 16 sasaran strategis sebagai penjabaran dari kebijakan  

pembangunan  nasional.  Selain  daripada  itu,   penetapan tersebut juga 

merupakan tindak lanjut dari upaya pencapaian visi RPJPD Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 yaitu ‘Dengan Iman dan Takwa, Jawa Barat Provinsi 

Termaju di Indonesia’. Dari penetapan  tujuan dan sasaran strategis tersebut, 

ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi acuan dalam 

penentuan program-program pembangunan. 

Dari empat tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, 

kontribusi setda secara langsung adalah pada pencapaian tujuan keempat 

yaitu ‘Meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh 

inovasi daerah’. Selanjutnya, dari tiga sasaran yang ditetapkan, sasaran yang 

diampu oleh setda secara langsung adalah ‘Meningkatnya kualitas dan 

kapasitas tata kelola pemerintahan daerah’ dengan arah kebijakan pada 

pemantapan reformasi birokrasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh tugas dan 

fungsi setda dalam pemastian kebijakan berkualitas serta penerapan tata 

kelola pemerintahan yang baik.
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Tabel 3.1.1. 
Strategi dan Arah Kebijakan 

TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
PERANGKAT DAERAH 

UTAMA PENDUKUNG 

4 Meningkatkan kualitas demokrasi dan bikrokrasi yang didukung oleh inovasi daerah 
4.1 Meningkatnya 

kebebasan, 

kesetaraan, dan 
kapasitas lembaga 

demokrasi 

Peningkatan 
kesatuan bangsa 

dengan budaya 
politik yang 

kondusif 

1 Peningkatan kapasitas sektor-sektor atau 
kelompok untuk mandiri dan otonom. 

Badan Kesbangpol 
dan Sekretariat 

DPRD 

 Disnakertrans 

2 Peningkatan kapasitas kelompok yang 

mengalami diskriminasi dan ekslusi 
untuk dapat memiliki akses pada sumber 
daya di berbagai sektor dan dapat 

menikmati kondisi setara dalam 
mengakses sumber daya dan kekuasaan 

Badan Kesbangpol Sekretariat DPRD,DP3AKB, 

Dinas Pendidikan, Disperkim, 
Dinas Kesehatan, Satpol PP, 
Dinsos, Disnakertrans dan 

Diskominfo 

3 Peningkatan kinerja lembaga-lembaga 
demokrasi yaitu lembaga eksekutif, 
legislatif, yudikatif, birokrasi, partai 

politik, dan penyelenggara pemilu dalam 
menginternalisasikan, baik prosedural 
dan substantif, upaya-upaya untuk 

menjamin kebebasan dan kesetaraan. 

Badan Kesbangpol 
dan Sekretariat 
DPRD 

Sekretariat Daerah, BPKAD, dan 
Dinas LH 

4.2 Meningkatnya Kualitas 

dan Kapasitas Tata 
Kelola Pemerintahan 
Daerah 

Pemantapan 

Reformasi Birokrasi 

1 Penguatan birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih, 
menuju tata kelola pemerintahan yang 
dinamis 

Sekretariat Daerah Seluruh Perangkat Daerah 

(Good Governance and Clean Governance 
to Dynamic Governance) dalam 

mewujudkan World Class Government 

2 Penataan Peraturan Perundang-
undangan 

Sekretariat Daerah Seluruh Perangkat Daerah 

3 Pengembangan Smart Governance yang 
unggul dalam rangka mewujudkan 
Jabar Smart Province. 

Sekretariat Daerah 
dan Diskominfo 

Seluruh Perangkat Daerah 

4 Penguatan dan Penataan Organisasi Sekretariat Daerah Seluruh Perangkat Daerah 

5 Penerapan sistem merit secara konsisten BKD Seluruh Perangkat Daerah 

6 Peningkatan kualitas sumber daya BPSDM Seluruh Perangkat Daerah 
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TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
PERANGKAT DAERAH 

UTAMA PENDUKUNG 
manusia ASN melalui pengembangan 

corporate university 

7 Perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan yang terpadu, transparan, 
dan akuntabel berbasis teknologi 

informasi 

Bappeda, BPKAD, 
Bapenda, 

Inspektorat, 
Sekretariat Daerah, 

dan Diskominfo 

Seluruh Perangkat Daerah 

8 Penataan proses bisnis dan SOP 
pelayanan publik, serta peningkatan 

keterbukaan informasi 

Diskominfo, 
Sekretariat Daerah, 

DPMPTSP dan 
Disdukcapil 

Seluruh Perangkat Daerah 

4.3 Meningkatnya 

penerapan inovasi 
daerah dalam 

pembangunan 

Peningkatan peran 

aktif pelaku 
pembangunan 

untuk melakukan 
inovasi daerah 

1 Optimalisasi inovasi daerah berbasis 

kolaborasi dalam pembangunan dan 
pengembangan potensi 

daerah 

BP2D Seluruh Perangkat Daerah 

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
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Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada RPD 

Tahun 2024-2026, Provinsi Jawa Barat menetapkan fokus pembangunan di 

Tahun 2024 yaitu ‘Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat’. 

Adapun untuk pencapaiannya, pembangunan diarahkan dengan 

meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Selanjutnya untuk 

memastikan pembangunan berfokus pada perwujudan kemandirian 

masyarakat Jawa Barat, ditetapkan 11 program unggulan serta arahan 

kegiatan perencanaan yang akan  menjadi acuan bagi penetapan program-

program operasional pembangunan oleh perangkat daerah. 

Program unggulan yang telah ditetapkan merupakan keberlanjutan dari 

Program Jabar Juara yang menjadi highlight pada perencanaan periode 

Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan untuk menjamin konsistensi 

perencanaan sehingga pembangunan akan memberikan perubahan yang 

signifikan pada kondisi masyarakat. Sebelas program unggulan tersebut 

adalah: 

1. Pemerintahan berkelas dunia dan SDM unggul; 

2. Reformasi  sistem Pendidikan; 

3. Penguatan sistem Kesehatan; 

4. Akselerasi Gerakan membangun desa; 

5. Toleransi keagamaan; 

6. Pengelolaan lingkungan dan pariwisata berbasis teknologi; 

7. Pembangunan ekonomi berbasis inovasi; 

8. Pembiayaan dan investasi paripurna; 

9. Infrastruktur strategis daerah; 

10. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan keharmonisan 

keluarga; 

11. Tenaga kerja yang berdaya saing. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tugas utama setda adalah 

dalam perumusan kebijakan umum daerah provinsi serta dalam penerapan 
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tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perumusan kebijakan, setda 

melakukan penyusunan dan fasilitasi penyusunan kebijakan kepada 

perangkat daerah. Fasilitasi dilakukan dari semenjak perencanaan hingga 

evaluasi untuk melihat dampak kemanfaatan kebijakan kepada masyarakat. 

Sementara itu, pada penerapan tata kelola pemerintahan, setda menjadi 

koordinator utama dalam implementasi reformasi birokrasi. Termasuk di 

dalamnya pengupayaan kebijakan yang berkualitas. 

Atas dasar hal tersebut, konsisten dengan salah satu sasaran pada RPD 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, tujuan setda adalah ‘Meningkatnya 

kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan’ dengan indikator ‘Indeks 

Reformasi Birokrasi’. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran 

‘Meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi’ dengan indikator ‘Nilai 

Reformasi Birokrasi General’. Penentuan indikator ini telah disesuaikan 

dengan  perubahan terhadap tolok ukur pencapaian keberhasilan penerapan 

reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh KemenPAN dan RB. 

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini memperlihatkan peran 

penting setda dalam mengubah pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Oleh karena 

itu, penjabaran tujuan dan sasaran ini di level bawah difokuskan dalam 

rangka mendukung ketercapaian kondisi tersebut. Salah satu yang dilakukan 

adalah pemastian deregulasi kebijakan yang dijabarkan kepada Biro Hukum 

dan HAM,  Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah, Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan, serta Biro 

Perekonomian. Kemudian peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa 

dijabarkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya untuk 

penerapan lima area perubahan pada reformasi birokrasi dijabarkan pada 

Biro Organisasi. Adapun Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum 

diamanatkan untuk menunjang kinerja setda secara keseluruhan. 
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Tabel 3.2.1. 

Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024 

 

No Tujuan Indikator 
Target 
Tahun 

2024 

No 
Sasaran   
Strategis 

Indikator 
Target 
Tahun 

2024 

1 Meningkatnya 
kualitas dan 

kapasitas tata 
kelola pemerint 

ahan daerah 

Indeks 
Reformasi 

Birokrasi 

A 1 Meningkatnya 
Praktik Baik 

Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 
Reformasi 

Birokrasi 
General 

80.75 

 
3.3. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai kondisi yang 

diinginkan sebagaimana dituangkan dalam sasaran strategis. Di 

dalamnya terdapat pula sasaran dan indikator kinerja yang merupakan 

penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja strategis. Dengan demikian 

program dan kegiatan memuat aktivitas yang akan dilakukan dan 

anggaran yang akan dibutuhkan untuk mencapai target sasaran strategis.  

Kebijakan belanja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk 

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2024 tetap diarahkan kepada Kebijakan Perubahan RKPD Provinsi Jawa 

Barat, dan dengan memperhatikan indikator ruang fiskal (ketersediaan 

dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan 

ruang fiskal daerah Jawa Barat yang menunjukkan kecenderungan 

menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah 

pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2024 tetap dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang 

akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja di 

lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai 

berikut: 

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, 

meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK), 

Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja 

Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir; serta 

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 

2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan 
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Sasaran Daerah serta penerapan pelayanan dasar, diantaranya: 

a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2024-2026; 

b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi 

kewenangan provinsi; 

c. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan lainnya untuk mendanai program 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menjadi 

kewenangan provinsi serta merupakan program 

pendukung penyelenggaraan perkantoran; 

d. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaannya seperti peningkatan kapasitas 

SDM Aparatur; 

e. Pengalokasian untuk pendanaan Bantuan Hibah yang 

memberikan efek akseleratif pencapaian target-target 

pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin 

dirasakan masyarakat daerah; 

f. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan 

barang/jasa pemerintah guna meningkatkan 

perekonomian daerah; 

g. Pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan 

Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah secara serentak; 

h. Revitalisasi Kantor; 

i. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik 

daerah. 

Selanjutnya, penentuan program dan kegiatan yang digunakan 

didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 yang mengatur hingga sasaran dan indikator kinerja 

pada level sub kegiatan. Perubahan rencana kerja tahun 2024, Sekretariat 
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Daerah tetap menggunakan 8 (delapan) program, 28 (dua puluh delapan) 

kegiatan dan 82 (delapan puluh sub kegiatan yang digunakan untuk 

mencapai sasaran strategis ‘meningkatnya praktik baik reformasi 

birokrasi’. 

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 dilakukan dengan 

memerhatikan evaluasi terhadap laporan tahunan dan triwulanan 

sebagaimana realisasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan 

yang dilaksanakan perangkat daerah dan rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. 

Penentuan program dan kegiatan juga didasarkan usulan stakeholder 

serta penentuan program prioritas yang tercantum dalam RKPD Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2024 baik murni ataupun perubahan. Untuk 

menunjang program prioritas provinsi, terdapat beberapa kegiatan 

strategis yaitu: Program prioritas ‘Toleransi Keagamaan’ didukung oleh 

kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat melalui empat kegiatan prioritas yaitu 

moderasi beragama dan manusia Pancasila, peningkatan kompetensi 

berbahasa asing Lembaga keagamaan, apresiasi ulama, masjid, 

pesantren, dan Lembaga keagamaan lainnya, serta pemberdayaan potensi 

pesantren, masjid, dan Lembaga keagamaan lainnya. Keempat kegiatan 

ini termasuk ke dalam kegiatan ‘Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual’. 

Selain itu, usulan perubahan rencana kerja sekretariat daerah tahun 

2024, pada Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat usulan kegiatan 

administrasi umum perangkat daerah, sub kegiatan penatausahaan arsip 

dinamis pada SKPD yang dilatarbelakangi oleh kondisi arsip hibah yang 

tidak terarsipkan dengan baik. 

Program prioritas ‘Pembangunan Ekonomi Berbasis Inovasi, 

Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan 

Pariwisata’ didukung oleh kinerja Biro Perekonomian melalui tiga kegiatan 

yaitu program petani  milenial, program kredit usaha rakyat, serta 

program tim percepatan ases keuangan daerah (TPAKD) Provinsi Jawa 

Barat. Ketiga prioritas tersebut termasuk ke dalam kegiatan ‘Pengelolaan 

Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian’.  
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Selain Biro Perekonomian, program prioritas pembangunan tersebut 

juga turut didukung oleh kinerja Biro BUMD, Investasi dan Administrasi 

Pembangunan melalui beberapa kegiatan strategis diantaranya yaitu 

implementasi Good Corporate Governance (GCG) BUMD, pelaksanaan 

evaluasi kinerja BUMD dan BLUD, pengamanan Aset BUMD, 

pembangunan aplikasi e-BLUD, serta fasilitasi penerapan BLUD pada 

UPTD bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; inisiasi pembiayaan 

untuk percepatan keberlanjutan program strategis; inisiasi pelaksanaan 

penerbitan obigasi daerah/sukuk daerah. Kegiatan-kegiatan strategis 

tersebut termasuk dalam kegiatan ‘Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi 

BUMD dan BLUD’. 

Shadow Target Kinerja Progresif Biro lingkup Sekretariat Daerah 

Tahun 2024 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah disusun 

shadow target dalam rangka mewujudkan target kinerja progresif 

sehingga dapat melampaui target kinerja Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 yang disajikan pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 3.3.1. 

Shadow Target Kinerja Progresif Biro lingkup Sekretariat 

Daerah Tahun 2024 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

NORMATIF 
TARGET 

PROGRESIF 

1 2 3 4 5 

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

1 Kebijakan bidang 
pemerintahan dan otonomi 
daerah yang berkualitas  

Nilai Kualitas Kebijakan 
bidang Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

50,15 Poin  50,25 Poin 

2 Layanan Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 

berkualitas  

Nilai Kepuasan Pengguna 
Layanan Biro Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah 

85,50 Poin 87,21 Poin 

Biro Kesejahteraan Rakyat 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44F049208B

44F049208B



 

53 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

NORMATIF 
TARGET 

PROGRESIF 

1 2 3 4 5 

1 Kebijakan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 
Berkualitas 

Nilai Kualitas Kebijakan 
bidang Kesejahteraan Rakyat 

50,15 Poin 50,25 Poin 

2 Layanan Biro Kesejahteraan 
Rakyat Berkualitas 

Indeks Kepuasan Pengguna 
Layanan Biro Kesejahteraan 

Rakyat 

90,44 Poin 92,25 Poin 

Biro Hukum dan HAM 

1 Produk Hukum Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat 
tertata 

Persentase Produk Hukum 

Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat yang Harmonis 

85,00 

Persen 

87,99 

Persen 

2 Layanan Biro Hukum dan 

HAM berkualitas 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro 
Hukum dan HAM 

86,51 Poin 88,25 Poin 

Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan 

1 Kebijakan Bidang BUMD, 
Investasi Daerah dan BLUD 

Berkualitas 

Nilai Kualitas Kebijakan 
Bidang BUMD, Investasi 

Daerah dan BLUD 

50,15 Poin 

 
50,25 Poin 

2 Meningkatnya Kualitas 

Administrasi Pengendalian 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Keselarasan 

Penyusunan dan 
Implementasi Kebijakan 
Lingkup Administrasi 

Pembangunan 

100  

Persen 

100  

Persen 

3 Layanan Biro BUMD, 

Investasi dan Administrasi 
Pembangunan Berkualitas 

Nilai Kepuasan Pengguna 

Layanan Biro BUMD, 
Investasi dan Administrasi 
Pembangunan 

88,95 Poin 

 

90,74 Poin 

Biro Perekonomian 

1 Kebijakan Bidang 
Perekonomian Berkualitas 

Nilai Kualitas Kebijakan 
bidang Perekonomian 

50,15 Poin 50,25 Poin 

2 Layanan Biro 
Perekonomian Memuaskan 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro Perekonoman 

95,2 Poin 

 

95,39 Poin 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Tata Kelola Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi 
Jawa Barat Unggul 

Level Maturitas UKPBJ 3 Level 4 Level 

2 Layanan Biro Pengadaaan 
Barang dan Jasa 
Memuaskan 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Pengadaaan 

Barang dan Jasa 

96,82 Poin 

 

97,01 Poin 

Biro Organisasi 

1 Kelembagaan Provinsi Jawa 

Barat yang efektif 

Peringkat Komposit 

Kelembagaan Dimensi 
Struktur 

Peringkat 

3 

Peringkat 

5 

2 Meningkatnya Penerapan 
Kebijakan Pelayanan Publik 

Presentase Perangkat Daerah 
yang Menerapkan Kebijakan 
Standar Pelayanan Publik 

80 Persen 90 Persen 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

NORMATIF 
TARGET 

PROGRESIF 

1 2 3 4 5 

3 Meningkatnya Kualitas 
Pelaporan Kinerja 
Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

Nilai Pelaporan Kinerja 12,35 Poin 12,54 Poin 

4 Budaya kerja diterapkan 

secara efektif oleh Perangkat 
Daerah 

Persentase Perangkat 

Daerah dengan Nilai 
budaya kerja minimal 
"Baik" 

65,79 

Persen 

81,57 

Persen 

5 Continuous Improvement 
Reformasi Birokrasi 

Persentase Perangkat 
Daerah dengan Indeks 
Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah Minimal 
kategori “B” 

92  
Persen 

100  
Persen 

6 Sistem Kerja Dinamis 
diterapkan Perangkat 
Daerah 

Persentase Perangkat 
Daerah yang menerapkan 
Kebijakan Sistem Kerja 

Dinamis 

100 
Persen 

100  
Persen 

7 Layanan Biro Organisasi 

Memuaskan 

Indeks Kepuasan 

Stakeholder terhadap 
Layanan Biro Organisasi 

87,71 Poin 89,47 Poin 

Biro Administrasi Pimpinan 

1 Layanan Biro Administrasi 
Pimpinan Memuaskan 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro Administrasi 
Pimpinan 

94,61 poin 94,8 poin 

Biro Umum 

1 Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja Setda 

Nilai AKIP Setda 84,43 Poin 84,6 Poin 

2 Layanan Biro Umum 
Memuaskan 

Indeks Kepuasan 
Stakeholder terhadap 

Layanan Biro Umum 

90,68 Poin 92,5 Poin 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

SEKRETARIAT DAERAH 

Agar dapat melaksanakan tupoksinya, selaku pembantu Gubernur 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada 

seluruh perangkat Daerah Provinsi, serta untuk mendukung prioritas 

pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka rencana kerja dan pendanaan 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat rencana program, 

kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, target dan pendanaannya telah 

disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
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Tabel 4.1 
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah 2024 

Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

4         UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 

4 01       SEKRETARIAT DAERAH        
4 01 03     Program Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah 
Nilai Kualitas Kebijakan Bidang 
Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah 

Poin 50.25 N/A N/A 50.15 19,085,586,589  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

50.20                 
20,150,000,000  

Biro 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

      1.01   Pelaksanaan Tugas 
Pemerintahan 

Persentase Kebijakan 
Pelaksanaan Tugas 
Pemerintahan yang 
Diimplementasikan secara 
Tepat 

Persen 51.01 N/A N/A 50.00    3,765,417,989  

      

50.50    3,100,000,000    

        01 Pengelolaan Administrasi 
Kebijakan Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Administrasi 
Kebijakan Pemerintahan 

Dokumen 6 N/A 10 2    1,014,235,276  

      

2    1,000,000,000    

        02 Fasilitasi Pelaksanaan 
Pemerintahan Umum 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan Pemerintahan 
Umum 

Dokumen 6 N/A 2 2    1,729,476,659  

      

2  900,000,000    

        03 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Penataan Wilayah 

Dokumen 3 N/A 2 1    1,021,706,054  

      

1    1,200,000,000    

      1.02   Pelaksanaan Otonomi 
Daerah 

Persentase Kebijakan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah 
yang Diimplementasikan 
secara Tepat 

Persen 51.01 N/A N/A 50.0    5,029,679,870  

      

50.50    4,900,000,000    

        01 Fasilitasi Administrasi 
Kepala Daerah dan DPRD 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Administrasi Kepala Daerah dan 
DPRD 

Dokumen 12 N/A 2 4    1,289,980,796  

      

4    1,600,000,000    

        02 Pengembangan Otonomi 
dan Penataan Urusan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengembangan Otonomi dan 
Penataan Urusan 

Dokumen 12 N/A 2 4    1,076,102,581  

      

4  800,000,000    

        03 Evaluasi dan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Laporan 12 N/A 2 4    2,663,596,493  

      

4    2,500,000,000    

      1.03   Fasilitasi Kerja Sama 
Daerah 

Persentase Kerjasama 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat yang 
Diimplementasikan secara 
Tepat 

Persen 99.51 N/A N/A 97.55  10,290,488,730  

      

98.53  12,150,000,000    

        01 Fasilitasi Kerja Sama Antar 
Pemerintah 

Jumlah Kerja Sama Antar 
Pemerintah yang Difasilitasi 

Dokumen 186 N/A 64 62    8,586,818,499 

      

62  10,000,000,000    

        02 Fasilitasi Kerja Sama 
Badan Usaha/Swasta 

Jumlah Kerja Sama Badan 
Usaha/Swasta yang Difasilitasi 

Dokumen 78 N/A 26 26  668,408,818  
      

26    1,000,000,000    

        03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja 
Sama 

Jumlah Kerja Sama yang 
Dievaluasi 

Laporan 18 N/A 3 6    1,035,261,413  
      

6    1,150,000,000    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro 
Pemerintahan dan Otonomi 

poin 87.21 N/A N/A 88.95    1,734,128,581  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

89.45    2,000,000,000  Biro 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 34 N/A N/A 11     -  

      

11     -    

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100 5,000,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A 4 18     -  
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

1 5,000,000    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  184,335,294  
      

100  100,000,000    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Yang 
Disediakan 

Paket 36 N/A 12 12  184,335,294  

      

12  100,000,000    

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    1,549,793,287  

      

100  807,491,756    

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    1,549,793,287  

      

12  807,491,756    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -        100  400,000,000    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A     -        10  400,000,000    

      1.08   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Layanan Jasa 
Penunjang Biro yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -        100  687,508,244    

        04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor  

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Laporan N/A N/A N/A N/A     -        12  687,508,244    

                                      

4 01 05     Program Fasilitasi dan 
Koordinasi Hukum 

Persentase Produk Hukum 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat yang Harmonis 

Persen 87.99 N/A N/A 85.00    4,656,914,492  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD   87.10    6,275,000,000  Biro Hukum dan 
Hak Asasi 
Manusia 

      1.01   Fasilitasi Penyusunan 
Perundang-Undangan 

Persentase Penyusunan 
Kebijakan Daerah di Bidang 
Pembentukan Hukum Daerah 
Provinsi 

Persen 100 N/A N/A 100    2,952,224,473  

      

100    3,995,000,000    

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

        01 Fasilitasi Penyusunan 
Produk Hukum Pengaturan 

Jumlah Produk Hukum 
Pengaturan yang Disusun 

Dokumen 90 N/A 30 30  839,840,084  
      

30    1,150,000,000    

        02 Fasilitasi Penyusunan 
Produk Hukum Penetapan 

Jumlah Produk Hukum 
Penetapan yang Disusun 

Dokumen 2400 N/A 800 800    96,855,500  
      

800  170,000,000    

        03 Pendokumentasian Produk 
Hukum dan Naskah Hukum 
Lainnya 

Jumlah Produk Hukum yang 
Didokumentasi dan Dikelola 
Informasi Hukumnya 

Dokumen 36 N/A 12 12    1,454,489,289  

      

12    2,015,000,000    

        04 Fasilitasi dan Evaluasi 
Produk Hukum 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Produk Hukum 
Kabupaten/Kota yang difasilitasi 
dan Dievaluasi 

Dokumen 630 N/A 210 210  561,039,600  

      

210  660,000,000    

      1.02   Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum dan HAM yang 
Difasilitasi 

Persen 100 N/A N/A 100    1,704,690,019  

      

100    2,280,000,000    

        01 Fasilitasi Penyelesaian 
Masalah Hukum 

Jumlah Masalah Hukum yang 
Diselesaikan 

Kasus 45 N/A N/A 15  801,052,025  
      

15  950,000,000    

        02 Fasilitasi Penyelesaian 
Masalah Non Litigasi dan 
HAM 

Jumlah Masalah Non Litigasi dan 
HAM yang Diselesaikan 

Kasus 75 N/A N/A 25  903,637,994  

      

25    1,330,000,000    

                                      

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro Hukum 
dan HAM 

 kategori  88.25 N/A N/A 86.51    1,863,081,472  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

87.37    2,575,000,000  Biro Hukum dan 
Hak Asasi 
Manusia 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 34 N/A N/A 11     -  

      

11     -    

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100    20,000,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A N/A 18     -  
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

1    20,000,000    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  203,408,300  
      

100  227,000,000    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Paket 15 N/A 12 5  178,288,800  

      

5  200,998,000    

        05 Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Paket 15 N/A 10 5    25,119,500  

      

5    26,002,000    

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    1,659,673,172  

      

100    2,200,000,000    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    1,659,673,172  

      

12    2,200,000,000    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -        100  128,000,000    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A     -        18  128,000,000    

                                      

4 01 04     Program Kesejahteraan 
Rakyat 

Nilai Kualitas Kebijakan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

Poin 50.25 N/A N/A 50.15     791,803,980,060  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD   50.20     209,692,396,500  Biro 
Kesejahteraan 

Rakyat 

      1.01   Fasilitasi Pembinaan 
Mental Spiritual 

Persentase Kebijakan 
Pembinaan Mental Spiritual 
yang Diimplementasikan 
secara Tepat 

Persen 71.41 N/A N/A 70.00     492,887,637,543  

      

70.70  68,092,396,500    

        01 Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Spiritual 

Jumlah sarana dan prasarana 
spiritual yang dikelola 

Unit 9 N/A 5 9     381,596,862,063  
      

9    9,948,839,330    

        02 Fasilitasi Kelembagaan 
Bina Spiritual 

Jumlah lembaga spiritual yang 
difasilitasi 

Lembaga 45 N/A 9 15     111,290,775,480  
      

15  58,143,557,170    

      1.02   Fasilitasi Pengembangan 
Kesejahteraan Rakyat 
Pelayanan Dasar 

Persentase Kebijakan 
Pengembangan Kesejahteraan 
Rakyat Pelayanan Dasar yang 
Diimplementasikan secara 
Tepat 

Persen 71.41 N/A N/A 70.00     297,032,281,409  

      

70.70     139,800,000,000    

        01 Fasilitasi, Koordinasi, 
Sinkronisasi, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Pendidikan 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, 
Koordinasi, Sinkronisasi , 
Evaluasi , dan Capaian Kinerja 
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Pendidikan 

Dokumen 9 N/A 8 3     295,152,985,660  

      

3     138,200,000,000    

        02 Fasilitasi, Koordinasi, 
Sinkronisasi, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, 
Koordinasi, Sinkronisasi , 
Evaluasi , dan Capaian Kinerja 
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Kesehatan  

Dokumen 15 N/A 5 5  823,274,904  

      

5  700,000,000    

        03 Fasilitasi, Koordinasi, 
Sinkronisasi, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, 
Koordinasi, Sinkronisasi , 
Evaluasi , dan Capaian Kinerja 
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Sosial 

Dokumen 15 N/A 2 5    1,056,020,845  

      

5  900,000,000    

      1.03   Fasilitasi Pengembangan 
Kesejahteraan Rakyat 
Non Pelayanan Dasar 

Persentase Kebijakan 
Pengembangan Kesejahteraan 
Rakyat Non Pelayanan Dasar 
yang Diimplementasikan 
secara Tepat 

Persen 71.41 N/A N/A 70.00    1,884,061,108  

      

70.70    1,800,000,000    

        01 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kesejahteraan 
Rakyat Bidang 
Kepemudaan, Olahraga, 
Kebudayaan, dan 
Pariwisata 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Kepemudaan, Olahraga, 
Kebudayaan, dan Pariwisata 

Dokumen 9 N/A 5 3  725,455,315  

      

3  700,000,000    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

        02 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kesejahteraan 
Rakyat Bidang 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, 
Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil, 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Transmigrasi 
dan Tenaga Kerja 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, 
Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Dokumen 15 N/A 19 5  671,977,780  

      

5  700,000,000    

        03 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kesejahteraan 
Rakyat Bidang Komunikasi, 
Informatika, Statistik, 
Persandian, dan 
Perhubungan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Komunikasi, Informatika, 
Statistik, Persandian, dan 
Perhubungan 

Dokumen 9 N/A 3 3  486,628,013  

      

3  400,000,000    

                                      

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro 
Kesejahteraan Rakyat 

 Kategori  92.25 N/A N/A 90.84  10,055,719,075  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

91.34  17,103,910,670  Biro 
Kesejahteraan 

Rakyat 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 29 N/A 11 11     -  

      

9     -    

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100  150,000,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A 2 18     -  
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

7  150,000,000    

      1.05   Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase Pegawai yang 
Memperoleh Layanan 
Kepegawaian Tepat Waktu 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

0     -    

        03 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian  

Jumlah dokumen pendataan dan 
pengolahan administrasi 
kepegawaian 

Dokumen 9 N/A N/A 3     -  

      

0     -    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  518,326,064  
      

100  300,000,000    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Paket 36 N/A 12 12  518,326,064  

      

12  300,000,000    

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    9,376,443,011  

      

100    6,926,476,161    

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    6,174,020,861  

      

12    3,021,607,541    

        10 Subkeg. Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

Dokumen N/A N/A N/A N/A    3,202,422,150  
      

3    3,904,868,620    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A  160,950,000  

      

100  396,200,000    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A  160,950,000  
      

20  396,200,000    

      1.08   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Layanan Jasa 
Penunjang Biro yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -        100    9,331,234,509    

        04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor  

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Laporan N/A N/A N/A N/A     -        12    9,331,234,509    

                                      

4 01 06     Program Perekonomian 
dan Pembangunan 

Nilai Kualitas Kebijakan Bidang 
Perekonomian 

 Poin  50.25 N/A N/A 50.15    6,323,265,176  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD   50.20    6,610,445,681  Biro 
Perekonomian 

      1.01   Pengelolaan Kebijakan 
dan Koordinasi 
Perekonomian 

Persentase Kebijakan Sarana 
Perekonomian yang 
Diimplementasikan secara 
Tepat 

 Persen  151.51 N/A N/A 50.00    2,756,291,000  

      

50.50    2,909,870,000    

        01 Fasilitasi Pengelolaan 
Kebijakan Ekonomi Makro 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Kebijakan Ekonomi 
Makro 

Dokumen 17 N/A 8 5    1,656,291,000  

      

6    1,500,000,000    

        02 Fasilitasi Pengelolaan 
Kebijakan Ekonomi Mikro 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Kebijakan Ekonomi 
Mikro 

Dokumen 14 N/A 9 4    1,100,000,000  

      

5    1,409,870,000    

      1.02   Pengelolaan Kebijakan 
dan Koordinasi Sumber 
Daya Alam 

Persentase Kebijakan Sumber 
Daya Alam yang 
Diimplementasikan secara 
Tepat 

 Persen  151.51 N/A N/A          50.00     3,566,974,176  

      

50.50    3,700,575,681    

        01 Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Evaluasi Kebijakan 
Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan, dan Perikanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan, dan 
Perikanan 

Dokumen 20 N/A 10 6    3,366,974,176  

      

7    3,500,575,681    

        02 Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Evaluasi Kebijakan 
Pertambangan dan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pertambangan dan Lingkungan 
Hidup 

Dokumen 8 N/A 5 2  100,000,000  

      

3  100,000,000    

        03 Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Evaluasi Kebijakan 
Energi dan Air 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 

Dokumen 5 N/A 4 1  100,000,000  

      

2  100,000,000    

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

                                      

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro 
Perekonomian 

 kategori  95.39 N/A N/A 95.2    4,265,920,591  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

95.29    3,845,371,445  Biro 
Perekonomian 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 34 N/A N/A 11     -  

      

11     -    

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100    94,954,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A 12 18     -  
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

2    94,954,000    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  432,759,400  
      

100  250,002,173    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Paket 36 N/A 4 12  432,759,400  

      

12  250,002,173    

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    3,833,161,191  

      

100    2,761,853,849    

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    3,833,161,191  

      

12    2,761,853,849    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -  

      

100 98,932,000    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A     -  
      

8 98,932,000    

      1.08   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Layanan Jasa 
Penunjang Biro yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -        100 639,629,423    

        04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor  

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Laporan N/A N/A N/A N/A     -        12 639,629,423    

                                      

4 01 06     Program Perekonomian 
dan Pembangunan 

Nilai Kualitas Kebijakan Bidang 
BUMD, Investasi, dan BLUD 

 Poin  50.25 N/A N/A 50.15    5,059,109,531  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD   50.20    4,878,789,132  Biro BUMD, 
Investasi dan 
Administrasi 

Pembangunan 

      1.01   Pengelolaan Kebijakan 
dan Koordinasi 
Perekonomian 

Persentase Kebijakan Investasi 
Daerah yang 

 Persen  51.01 N/A N/A 50.00    1,262,702,500  

      

50.50    1,967,374,500    

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

Diimplementasikan secara 
Tepat 

        02 Fasilitasi Pengelolaan 
Kebijakan Ekonomi Mikro 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Kebijakan Ekonomi 
Mikro 

Dokumen 15 N/A 9 5    1,262,702,500  

      

5    1,967,374,500    

      1.03   Pengelolaan Kebijakan 
dan Koordinasi BUMN 
dan BLUD 

Persentase Kebijakan Bidang 
BUMD, Investasi, dan BLUD 
yyang Diimplementasikan 
secara Tepat 

Persen 51.01 N/A N/A 50.00    3,796,407,031  

      

50.50    2,911,414,632    

        01 Koordinasi, Sinkronisasi, 
Monitoring dan Evaluasi 
Kebijakan Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Daerah 
Jasa Keuangan dan Aneka 
Usaha 

Jumlah Dokumen 
Hasil  Koordinasi, Sinkronisasi, 
Monitoring, dan Evaluasi 
Kebijakan Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Daerah Jasa 
Keuangan dan Aneka Usaha 

Dokumen 18 N/A 6 6    1,093,639,377  

      

6  984,202,300    

        02 Koordinasi, Sinkronisasi, 
Monitoring dan Evaluasi 
Kebijakan Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Daerah 
Air Minum, Limbah dan 
Sanitasi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
Monitoring, dan Evaluasi 
Kebijakan Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Daerah Air Minum, 
Limbah dan Sanitasi 

Dokumen 18 N/A 11 6    2,273,461,830  

      

6    1,527,212,332    

        05 Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Evaluasi Kebijakan 
Pengelolaan BLUD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
Monitoring, dan Evaluasi 
Kebijakan Pengelolaan Badan 
Layanan Umum Daerah 

Dokumen 9 N/A 6 3  429,305,824  

      

3  400,000,000    

4 01 08     Program Kebijakan 
Administrasi 
Pembangunan 

Persentase Keselarasan 
Penyusunan Kebijakan dan 
Implementasi Kebijakan 
lingkup Administrasi 
Pembangunan 

 Persen  100 N/A N/A             100   379,889,680  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD   100  300,000,000  Biro BUMD, 
Investasi dan 
Administrasi 

Pembangunan 

      1.01   Pengendalian 
Administrasi Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Rekomendasi 
Pengendalian Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah yang 
Disampaikan 

Dokumen 12 N/A N/A 4  379,889,680  

      

4  300,000,000    

        01 Pengendalian Administrasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan APBD 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian Administrasi 
Pelaksanaan Pembangunan 
APBD 

 Laporan  12 N/A 5 4  379,889,680  

      

4  300,000,000    

                                      

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro BUMD, 
Investasi dan Administrasi 
Pembangunan 

 kategori  90.74 N/A N/A 89.64    2,289,944,433  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

89.94    2,333,766,222  Biro BUMD, 
Investasi dan 
Administrasi 

Pembangunan 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 34 N/A N/A 11     -  

      

11     -    

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100 4,600,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A N/A 18     -  
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

4 4,600,000    

      1.05   Administrasi 
Kepegawaian Daerah 

Persentase Pegawai yang 
Meningkat Kompetensinya 

Persen N/A N/A N/A N/A  110,000,000  
      

N/A    99,270,000    

        09 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

 Orang  156 N/A 50 52  110,000,000  

      

52    99,270,000    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  204,136,100  
      

100  219,891,100    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Paket 36 N/A 12 12  155,670,100  

      

12  155,670,100    

        05 Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Paket N/A N/A N/A N/A    48,466,000  

      

3    64,221,000    

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    1,138,636,098  

      

100  902,103,598    

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    1,138,636,098  

      

12  902,103,598    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -  

      

100  302,110,000    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A     -  
      

22  302,110,000    

      1.08   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Tim Kerja yang 
Terpenuhi Kebutuhan Tenaga 
Teknis 

Persen 100 N/A N/A 100  837,172,235  

      

100  805,791,524    

        02 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah LaporanPenyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Laporan N/A N/A N/A N/A  200,550,000  

      

12  168,466,670    

        04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor Yang 
Disediakan 

 Laporan  10 N/A 12 12  636,622,235  

      

12  637,324,854    

                                      

4 01 07     Program Kebijakan dan 
Pelayanan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Level Maturitas UKPBJ  Level  3 N/A 3 3    5,088,406,586  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

3    5,911,000,000  Biro Pengadaan 
Barang dan Jasa 

      1.01   Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

1) Persentase Proses Pemilihan 
Penyedia yang Tepat Waktu 

Persen 100 N/A N/A 96  630,075,178  
      

100    1,400,000,000    

        01 Pengelolaan Strategi 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Jumlah Laporan Hasil Strategi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Dokumen 45 N/A 12 10  229,995,769  

      

12  300,000,000    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

        02 Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Dokumen 36 N/A 12 12  400,079,409  

      

12    1,100,000,000    

            2) Persentase Pengadaan 
Barang Jasa yang 
Dilaksanakan Tepat Sasaran 

Persen 100 N/A N/A 96  429,725,009  

      

100  800,000,000    

        03 Pemantauan dan Evaluasi 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Jumlah Laporan Hasil 
Pemantauan dan Evaluasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Dokumen 36 N/A 12 12  429,725,009  

      

12  800,000,000    

      1.02   Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 

1) Persentase Peningkatan 
Fitur Sistem Informasi 
Pengadaan 

Persen 100 N/A N/A 96    2,777,696,590  

      

100    2,072,000,000    

        01 Pengelolaan Sistem 
Pengadaan Secara 
Elektronik 

Jumlah Laporan Pengelolaan 
Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik 

Dokumen 36 N/A 12 12  387,858,600  

      

12  500,000,000    

        02 Pengembangan Sistem 
Informasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Jumlah laporan Pengembangan 
Sistem Informasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Dokumen 36 N/A 12 12    2,389,837,990  

      

12    1,572,000,000    

            2) Persentase Layanan SPSE 
yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 96  166,811,800  
      

100  204,000,000    

        03 Pengelolaan Informasi 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Jumlah Laporan Pengelolaan 
Informasi Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Dokumen 36 N/A 12 12  166,811,800  

      

12  204,000,000    

      1.03   Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Persentase Permasalahan 
Barang dan Jasa yang 
Diselesaikan 

Persen 100 N/A N/A 96  778,400,009  

      

100    1,085,000,000    

        01 Pembinaan Sumber Daya 
Manusia Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Jumlah Orang yang Mengikuti  
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Orang 280 N/A 30 90  509,105,009  

      

91  535,000,000    

        03 Pendampingan, Konsultasi, 
dan/atau Bimbingan Teknis 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Pendampingan, 
Konsultasi, dan/atau Bimbingan 
Teknis Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Dokumen 36 N/A 12 12  269,295,000  

      

12  550,000,000    

            Nilai Kematangan UKPBJ 
Dimensi Kelembagaan 

Level 3 N/A N/A 3  305,698,000  
      

3  350,000,000    

        02 Pembinaan Kelembagaan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Jumlah Hasil Penataan 
Kelembagaan Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Dokumen 36 N/A 12 12  305,698,000  

      

12  350,000,000    

                                      

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro 
Pengadaan Barang dan Jasa 

 Kategori  97.01 N/A N/A 96.82    3,590,295,093  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

96.91    3,524,000,000  Biro Pengadaan 
Barang dan Jasa 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 34 N/A 2 11   

      

11     -    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100    10,000,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A 12 18   
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

1    10,000,000    

      1.05   Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase Pegawai yang 
Meningkat Kompetensinya 

Persen 100 N/A N/A 100  527,500,000  

      

100  220,000,000    

        09 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi Formal 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

Orang 72 N/A 40 22  527,500,000  

      

24  220,000,000    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  413,956,800  
      

100  570,000,000    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Paket 3 N/A 4 1  233,796,800  

      

1  400,000,000    

        05 Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah paket barang cetakan dan 
penggandaan yang disediakan 

Paket 3 N/A 5 1  180,160,000  
      

1  170,000,000    

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    2,229,715,655  

      

100    2,000,000,000    

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    2,229,715,655  

      

12    2,000,000,000    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -  

      

100  210,509,263    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A     -  
      

5  210,509,263    

      1.09   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Tim Kerja yang 
Terpenuhi Kebutuhan Tenaga 
Teknis 

Persen 100 N/A N/A 100  419,122,638  

      

100  513,490,737    

        04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan  

Laporan 36 N/A 12 12  419,122,638  

      

12  513,490,737    

                                      

4 01 02     Program Penataan 
Organisasi 

               2,549,350,000             3,360,000,000  Biro Organisasi 

            1) Peringkat Komposit 
Kelembagaan Dimensi Struktur 

Peringkat 5 N/A N/A 3  721,350,000  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD   3  910,000,000    

      1.01   Fasilitasi Kelembagaan 
dan Analisis Jabatan 

1) Presentase Perangkat 
Daerah yang Ditata 
Kelembagaannya 

Persen 100 N/A N/A 80  250,500,000  

      

100  300,000,000    

        01 Fasilitasi Penataan 
Kelembagaan Provinsi 

Jumlah dokumen hasil Penataan 
Kelembagaan Provinsi 

Dokumen 111 N/A 1 37  250,500,000  
      

37  300,000,000    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

            2) Indikator Kepuasan 
Masyarakat Pelayanan 
Penataan Kelembagaan 
Kabupaten/ Kota 

Poin 90 N/A N/A 80  270,600,000  

      

85  400,000,000    

        02 Fasilitasi Penataan 
Kelembagaan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen hasil Fasilitasi 
Penataan Kelembagaan 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 81 N/A 27 27  270,600,000  

      

27  400,000,000    

            3) Persentase Peta Jabatan 
Yang Sesuai Anjab Hasil 
Verifikasi 

Persen 100 N/A N/A 100  200,250,000  

      

100  210,000,000    

        03 Penataan Analisis Jabatan Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan analisis jabatan, 
analisis beban kerja, dan evaluasi 
jabatan 

Dokumen 141 N/A 47 47  200,250,000  

      

47  210,000,000    

            2) Persentase Perangkat 
Daerah dengan Indeks 
Reformasi Birokrasi Perangkat 
Daerah Minimal kategori “B” 

Persen 100 N/A N/A 92  433,300,000  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

94  450,000,000  Biro Organisasi 

      1.02   Fasilitasi Reformasi 
Birokrasi dan 
Akuntabilitas Kinerja 

1) Persentase Kebijakan Tata 
Kelola Reformasi Birokrasi 
yang diinternalisasikan 

Persen 100 N/A N/A 100  433,300,000  

      

100  450,000,000    

        01 Pembinaan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan reformasi birokrasi 

Dokumen 3 N/A 1 1  433,300,000  
      

1  450,000,000    

            3) Nilai Pelaporan Kinerja Poin 12.54 N/A N/A 12.35  398,300,000  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

12.44  500,000,000  Biro Organisasi 

            2) Persentase Perangkat 
Daerah dengan Pelaporan 
Kinerja Berkualitas 

Persen 100 N/A N/A 100  398,300,000  

      

100  500,000,000    

        02 Monitoring dan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 

Jumlah dokumen hasil monitoring 
dan evaluasi akuntabilitas kinerja 

Dokumen 114 N/A 1 38  398,300,000  
      

38  500,000,000    

            4) Persentase Perangkat 
Daerah dengan Nilai budaya 
kerja minimal "Baik" 

Persen 81.57 N/A N/A 100  186,900,000  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

100  300,000,000  Biro Organisasi 

            3) Persentase Perangkat 
Daerah yang menerapkan 
Budaya Kerja 

Persen 100 N/A N/A 100  186,900,000  

      

100  300,000,000    

        03 Evaluasi Pelaksanaan 
Budaya Kerja 

Jumlah laporan hasil evaluasi 
pelaksanaan budaya kerja 

Laporan 3 N/A 1 1  186,900,000  
      

1  300,000,000    

            5) Persentase Perangkat 
Daerah yang Menerapkan 
Kebijakan Sistem Kerja 
Dinamis 

Persen 100 N/A N/A 100  284,500,000  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

100  500,000,000  Biro Organisasi 

            4) Persentase Kebijakan Sistem 
Kerja Dinamis yang Sesuai 
Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100  284,500,000  

      

100  500,000,000    

        04 Pengelolaan Tatalaksaan 
Pemerintahan 

Jumlah dokumen hasil 
pengelolaan tatalaksana 
pemerintahan 

Dokumen 3 N/A 1 1  284,500,000  

      

1  500,000,000    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

            6) Presentase Perangkat 
Daerah Yang Menerapkan 
Kebijakan Standar Pelayanan 
Publik 

Persen 90 N/A N/A 80  525,000,000  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

85  700,000,000  Biro Organisasi 

            5) Presentase Perangkat 
Daerah Yang Memenuhi 
Standar Pelayanan 

Persen 90 N/A N/A 80  525,000,000  

      

85  700,000,000    

        05 Fasilitasi Peningkatan 
Pelayanan Publik 

Jumlah dokumen  hasil fasilitasi 
peningkatan pelayanan publik 

Dokumen 114 N/A 1 38  525,000,000  
      

38  700,000,000    

                                      

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro 
Organisasi 

 Kategori  89.47 N/A N/A 91.00    1,154,970,851  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

91.57    1,320,000,000  Biro Organisasi 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 34 N/A N/A 11     -  

      

11     -    

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100 7,000,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A 12 18     -  
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

1 7,000,000    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  157,921,600  
      

100  145,530,000    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Paket 36 N/A 2 12  129,384,600  

      

12  115,530,000    

        05 Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah paket barang cetakan dan 
penggandaan yang disediakan 

Paket 36 N/A 2 12    28,537,000  
      

12    30,000,000    

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  997,049,251  

      

100    1,017,178,300    

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 48 12  997,049,251  

      

12    1,017,178,300    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -  

      

100  150,291,700    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A     -  
      

12  150,291,700    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro 
Administrasi Pimpinan 

 Kategori  94.80 N/A N/A 94.61  39,531,491,544  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

94.71  55,514,865,349  Biro Administrasi 
Pimpinan 

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100     -    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah. 

Dokumen 34 N/A N/A 11     -  

      

11     -    

            Persentase Dokumen 
Pelaporan Kinerja Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Persen 100 N/A N/A 100     -  

      

100    50,000,000    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A N/A 18     -  
      

18     -    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

4    50,000,000    

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Biro yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    1,000,717,600  
      

100  441,691,574    

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Paket 9 N/A 12 4  704,011,600  

      

3  202,551,924    

        05 Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah paket barang cetakan dan 
penggandaan yang disediakan 

Paket 6 N/A 10 3  296,706,000  
      

2  239,139,650    

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    2,287,441,988  

      

100    3,883,213,221    

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    2,287,441,988  

      

12    3,883,213,221    

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Biro 
yang Dipenuhi 

Persen N/A N/A N/A N/A     -  

      

100  357,407,905    

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit N/A N/A N/A N/A     -  
      

30  357,407,905    

      1.09   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Tim Kerja yang 
Terpenuhi Kebutuhan Tenaga 
Teknis 

Persen 100 N/A N/A N/A     -  

      

100  357,407,906    

        04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan  

Laporan 36 N/A 12 N/A     -  

      

12  357,407,906    

      1.12   Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Persentase Kebutuhan Rumah 
Tangga Pimpinan yang 
Dipenuhi 

  100 N/A N/A 100  14,258,742,832  

      

100  28,102,218,217    

        01 Penyediaan Kebutuhan 
Rumah Tangga Kepala 
Daerah 

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 
Tangga Kepala Daerah yang 
Disediakan 

Paket 36 N/A N/A 12  12,608,869,616  

      

12  13,259,951,568    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

        02 Penyediaan Kebutuhan 
Rumah Tangga Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 
Tangga Wakil Kepala Daerah 
yang Disediakan 

Paket 36 N/A N/A 12  174,709,500  

      

12    7,325,577,380    

        03 Penyediaan Kebutuhan 
Rumah Tangga Sekretariat 
Daerah 

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 
Tangga Sekretariat Daerahyang 
Disediakan 

Paket 36 N/A N/A 12    1,475,163,716  

      

12    7,516,689,269    

      1.13   Fasilitasi Materi dan 
Komunikasi Pimpinan 

Persentase Kebutuhan 
Informasi dan Komunikasi 
Pimpinan yang Dipenuhi 

  100 N/A N/A 100  14,644,927,689  

      

100  14,833,669,322    

        01 Penyiapan Materi Pimpinan Jumlah Dokumen Materi 
Pimpinan yang Disiapkan 

Dokumen 36 N/A N/A 12    2,917,177,227  
      

12    3,240,440,113    

        02 Fasilitasi Komunikasi 
Pimpinan 

Jumlah Laporan  Hasil Fasilitasi 
Komunikasi Pimpinan 

Laporan 36 N/A N/A 12    9,196,704,997  
      

12    5,384,061,671    

        03 Pengelolaan Dokumentasi 
Pimpinan 

Jumlah Laporan Pengelolaan 
Dokumentasi Pimpinan 

Laporan 36 N/A N/A 12    2,531,045,465  
      

12    6,209,167,538    

      1.14   Fasilitasi Keprotokolan Persentase Layanan 
Keprotokolan yang Dipenuhi 

  100 N/A N/A 100    7,339,661,435  
      

100    7,489,257,204    

        01 Fasilitasi dan Koordinasi 
Pelaksanaan Acara 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
dan Koordinasi Pelaksanaan 
Acara 

Laporan 36 N/A N/A 12    2,696,245,471  

      

12    2,350,477,618    

        02 Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Kepala daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Kunjungan Tamu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 

Laporan 36 N/A N/A 12    1,754,001,964  

      

12    1,697,735,521    

        03 Pengelolaan Hubungan 
Keprotokolan 

Jumlah Laporan Pengelolaan 
Hubungan Keprotokolan 

Laporan 36 N/A N/A 12    2,889,414,000  
      

12    3,441,044,065    

                                      

4 01 01     Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

                394,247,216,148  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

  

  

      395,569,915,331  Biro Umum 

            Nilai AKIP Setda  Poin  87,60 84.35 85.80 86.30  585,295,001  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

86.95  736,268,435    

      1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

              585,295,001            736,268,435    

            Nilai Komponen Perencanaan 
dan Pengukuran Sekretariat 
Daerah 

Poin 26.2 N/A N/A 24.20  282,660,739  

      

24.38  378,881,465    

        01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Dokumen 34 N/A 3 11  282,660,739  

      

11  338,881,465    

        08 Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

3    30,000,000    

        10 Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik 
Sektoral Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Dokumen N/A N/A N/A N/A     -  

      

9    10,000,000    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
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Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2023 

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan 

Catatan 
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Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2025 

Perangkat Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Target 
2024 

Perubahan  

 Pagu Indikatif 
(Perubahan) 

Lokasi 
Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

            Persentase Dokumen 
Perencanaan Biro yang 
Disusun sesuai Ketentuan 

Poin 100 N/A N/A 100    21,738,100  

      

100    89,521,485    

        04 Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA - SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA - 
SKPD 

Dokumen 9 N/A 3 3    21,738,100  

      

3    89,521,485    

            Nilai Komponen Pelaporan dan 
Evaluasi Sekretariat Daerah 

Poin 16.14 N/A N/A 18.95  280,896,162  
      

19.09  267,865,485    

        06 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Laporan 51 N/A 3 -     -  

      

-     -    

        07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan 54 N/A 16 18  280,896,162  
      

18  267,865,485    

            Indeks Kepuasan Stakeholder 
terhadap Layanan Biro Umum 

 Kategori  92.50 N/A N/A 90.68     393,661,921,147  Luar dan 
Dalam 

Provinsi Jawa 
Barat 

APBD 

  

91.58     394,833,646,896    

      1.02   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

                192,614,265,264              195,800,001,328    

            Persentase Pegawai dan 
Pimpinan yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan Tepat Waktu 

Persen 100 N/A N/A 100     191,870,216,403  

      

100     194,946,769,049    

        01 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

Orang 750 N/A 800 750     191,870,216,403  
      

750     194,946,769,049    

            Jumlah Laporan Keuangan 
yang Disusun Tepat Waktu 

Laporan 12 N/A N/A 12  744,048,861  
      

12  853,232,279    

        03 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Dokumen 36 N/A 12 12  463,759,500  

      

12  468,751,002    

        04 Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Dokumen 36 N/A 12 12    73,679,611  

      

12    70,215,865    

        05 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Laporan 3 N/A N/A 1    20,530,500  

      

1    26,300,000    

        07 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Laporan 48 N/A N/A 16  186,079,250  

      

16  287,965,412    

      1.03   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Lingkup Sekretariat 
Daerah yang Diamankan  

Persen 100 N/A N/A 100    2,149,442,770  

      

100  952,354,895    

        06 Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12    2,149,442,770  
      

12  952,354,895    
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Kode 
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
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Akhir 

Periode 
Renstra 

Realisasi 
Capaian 

Renja 
Tahun 
2022 
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(Perubahan) 
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Sumber 

Dana 
Target  Pagu Indikatif 

      1.05   Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

               1,963,566,207  

      

     1,525,139,500    

            Persentase Pegawai yang 
Terlayani Tepat Waktu 

Persen 100 N/A N/A 100  255,499,785  
      

100  346,894,500    

        03 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Dokumen 36 N/A 700 12  255,499,785  

      

12  346,894,500   

            Persentase Pegawai yang 
Memenuhi Syarat Kompetensi 
Jabatan 

Persen 100 N/A N/A 100    1,708,066,422  

      

100    1,178,245,000   

        09 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

Orang 1500 N/A 100 150    1,708,066,422  

      

500    1,178,245,000   

      1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah             

 25,913,483,464  
        

 28,057,038,117   

            Persentase sarana dan 
prasarana kantor yang 
dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  24,607,591,496  

      

100  26,651,174,271   

        01 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang disediakan  

Paket 60 N/A 12 4  621,992,700  

      

20  585,463,500   

        02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Paket 225 N/A 12 75  14,155,273,223  

      

75  15,656,280,271   

        04 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yng Disediakan 

Paket 36 N/A 12 12    8,704,000,000  
      

12    9,452,650,000   

        05 Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan  

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Paket 60 N/A 1000 20    1,126,325,573  

      

20  956,780,500   

            Persentase Kebutuhan 
Akomodasi Pimpinan yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  548,742,100  

      

100  610,315,846   

        09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 36 N/A 12 12  548,742,100  

      

12  610,315,846   

            Persentase Biro yang Terlayani 
Arsip Dinamis 

Persen 100 N/A N/A 100  757,149,868  
      

100  795,548,000   

        10 Penatausahaan Arsip 
Dinamis Pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

Dokumen 36 N/A 12 12  757,149,868  
      

12  795,548,000   

      1.07   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Lingkup Sekretariat 
Daerah yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100    4,452,225,426  

      

100    7,180,210,135   

        01 Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah unit kendaraan 
perorangan dinas atau kendaraan 
dinas jabatan yang disediakan 

Unit N/A N/A N/A 0     -  

      

0     -   

        05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

Paket N/A N/A N/A N/A     -  
      

1    6,000,000,000   

        06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit 36 N/A N/A 12    4,452,225,426  
      

12    1,180,210,135   
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Target  Pagu Indikatif 

      1.08   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Layanan Jasa 
Penunjang Sekretariat Daerah 
yang Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  85,616,869,766  

      

100  88,263,996,848   

        02 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik  

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan 
Listrik yang Disediakan 

Laporan 36 N/A 12 12    4,999,948,598  

      

12    5,719,933,563   

        04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Laporan 36 N/A 12 12  80,616,921,168  

      

12  82,544,063,285    

      1.09   Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah Lingkup Sekretariat 
Daerah yang Dipelihara 

Persen 100 N/A N/A 100  39,459,081,570  

      

100  32,969,949,556    

        01 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

Unit 1000 N/A N/A 1000    9,773,790,000  

      

1000  11,051,003,556    

        09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya  

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit 20 N/A N/A 20  15,664,713,947  

      

20    8,409,394,000    

        010 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit 23 N/A N/A 23  14,020,577,623  

      

23  13,509,552,000    

      1.11   Administrasi Keuangan 
dan Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

Persentase Layanan 
Administrasi Keuangan dan 
Operasional Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah yang 
Dipenuhi 

Persen 100 N/A N/A 100  30,714,505,310  

      

100  31,239,257,939    

        01 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 

Jumlah Orang Yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

Orang 2 N/A 2 2    1,914,505,310  

      

2    2,491,161,599    

        04 Penyediaan Dana 
Penunjang Operasional 
Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Orang Yang Menerima 
Dana Penunjang Opersional 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah  

Orang 2 N/A 2 2  28,800,000,000  

      

2  28,748,096,340    

      1.12   Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah Tangga 
Sekretariat Daerah 

Persen 100 N/A N/A 100  10,778,481,370  

      

100    8,845,698,578    

        03 Penyediaan Kebutuhan 
Rumah Tangga Sekretariat 
Daerah  

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 
Tangga Sekretariat Daerah yang 
Disediakan 

Paket 36 N/A N/A 12  10,778,481,370  

      

12    8,845,698,578    
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan 

penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 

dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2024. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya. 

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat 

program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, 

kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2024, Rencana Kerja 

Perubahan Sekretariat Daerah terdiri dari 8 program, 29 kegiatan dan 85 sub 

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.292.764.721.108,- (satu triliun 

dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta 

tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan rupiah). 

Namun begitu perlu dicatat bahwa program dan kegiatan yang 

tercantum dalam Renja Perubahan ini sifatnya masih indikatif. Sehingga 

dalam pelaksanaanya masih dapat berubah sesuai dengan kondisi dan 

situasi pembiayaan/anggaran ataupun keuangan daerah yang tersedia. 

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 selanjutnya 

menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 

2024. 
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